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RINGKASAN 

 Felisianus Rivaldo, Pengaruh Penerapan prinsip-prinsip Good 

Governance Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di kantor Kecamatan 

Jempang Kabupaten Kutai Barat, di bawah bimbingan Shorea Helminasari, 

S.I.P., M.A. dan Trisna Waty Riza Eryani, S.Sos., M.Si 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui Apakah Pengaruh Penerapan 

prinsip-prinsip Good Governance Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di 

kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat. Penelitian Dilakukan 

Terhadap Penerapan prinsip-prinsip Good Governance Dengan melalui 

Indikator-Indikator seperti partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya 

tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efisien dan efektif, akuntabilitas 

dan bervisi strategis. Sedangkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan 

indikator kesederhanaan proses, kejelasan prosedur, kepastian waktu 

pelaksanaan, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan 

dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

Berdasarkan 𝑟𝑠 hitung jika dibanding dengan 𝑟𝑠 tabel pada tingkat 

signifikan alfa 0,5 𝑟𝑠 hitung lebih besar dibanding 𝑟𝑠 tabel 0,735 > 0,235. 

Dengan demikian maka hipotesis Alternatif yang telah peneliti kemukakan 

pada bab II di atas terbukti dan dapat diterima yaitu Penerapan prinsip-prinsip 

Good Governance berpengaruh terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di 

Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat. 

Kata Kunci : Penerapan Good Governance, Penyelenggaraan 

Pemerintahan, Kecamatan Jempang Kabupaten 

Kutai Barat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemerintahan yang efektif dan efisien merupakan salah satu tujuan utama 

dalam pengelolaan administrasi publik di Indonesia. Konsep Good 

Governance menjadi kerangka acuan global dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik. Konsep tata pemerintahan yang baik berawal dari tidak 

efisiensinya kinerja pemerintahan yang mengandalkan administrasi publik. Tata 

pemerintahan yang baik merupakan cita-cita seluruh warga negara yang terlibat 

dalam pemerintahan. Pemerintahan yang berkualitas tinggi menjamin kehidupan 

yang tertib bagi warganya dan mewujudkan pemerintahan yang baik seperti yang 

diharapkan. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintahan terdiri atas pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah. Pemerintahan pusat dipimpin oleh Presiden Republik 

Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Ada kebutuhan mendesak untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam 

upaya mencapai otonomi daerah, khususnya di Indonesia, pemerintahan daerah atau 

daerah yang efektif, efisien, mandiri dan bebas dari korupsi. Hal ini juga didukung 

dengan disahkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 

yang akan memberikan peluang lebih besar bagi penerapan prinsip desentralisasi,
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dekosentrasi, dan penunjang operasional. Prinsip otonomi daerah juga 

memungkinkan pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan, 

pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat daerah (public services) secara 

optimal, dan tidak terlalu bergantung dengan pemerintah pusat (centralistic). 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Pasal 1 ayat 1 

tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau 

rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,jasa,atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik”. Pada 

prinsipnya pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam 

barang publik ataupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab dan laksanakan 

oleh instansi pemerintah pusat ataupun daerah dalam rangka upaya pemenuh 

kebutuhan masyarakat. Instansi pemerintah yang menjadi wadah dalam 

memberikan pelayanan kepada Masyarakat, tidak hanya berpusat pada instansi 

induk atau dinas. Namun menyentuh hingga unit terkecil pemerintahan yaitu 

kecamatan. Sebagai organisasi sektor publik instansi pemerintahan dituntut agar 

memiliki kinerja penyelenggaran pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan 

masyarakat dan mendorong pemerintah agar senantiasa tanggap akan tuntutan 

lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan 

dan berkualitas serta menerapkan tata Kelola pemerintahan yang baik pada 

pemerintahan tersebut. 
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Di Indonesia, penerapan Good Governance diatur dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan , salah satunya adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan. Kedua Undang-undang ini menekankan pentingnya 

prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam setiap 

penyelenggaraan pemerintahan, baik di Tingkat pusat maupun daerah.  

Kecamatan adalah bagian wilayah dari kabupaten atau kota yang dipimpin 

oleh seorang camat. Camat bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota melalui 

sekretaris daerah. Kedudukan kecamatan sebagai perangkat daerah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang 

menyebutkan bahwa kecamatan dibentuk untuk meningkatkan koordinasi 

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat 

desa atau kelurahan. Kecamatan memiliki tugas utama melaksanakan sebagian 

urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota. Tugas ini 

mencakup berbagai aspek, seperti koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di 

tingkat kecamatan, pelayanan public, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan 

peraturan perundang- undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, kecamatan juga 

menjalankan fungsi administratif seperti perencanaan strategis, pengawasan kinerja 

pegawai, serta pelaporan program dan kegiatan. 

Kecamatan Jempang sebagai salah satu mitra  pemerintah daerah Kabupaten 

Kutai Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan  daerah  serta  merupakan unsur  

pelaksanaan  asas  desentralisasi sekaligus berperan penting dalam implementasi 



23 

 

 

 

prinsip-prinsip tersebut. Diharapkan dengan penerapan prinsip-prinsip Good 

Governance, pelayanan publik di Kecamatan Jempang dapat menjadi lebih efektif, 

efisien, dan responsive terhadap kebutuhan Masyarakat. Selain itu, penerapan ini 

juga dapat meningkatkan Tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintahan 

kecamatan dan memperbaiki citra daerah di mata publik. 

Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip Good Governance di kantor 

kecamatan tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan seperti terbatasnya 

sumber daya manusia, kurangnya pelatihan bagi aparat pemerintah dan masalah 

infrastruktur sering kali menjadi hambatan. Oleh karena itu, pentingnya untuk 

melakukan evaluasi dan penelitian terhadap penerapan prinsip-prinsip Good 

Governance di kecamatan Jempang agar dapat mengetahui sejauh mana prinsip-

prinsip tersebut diimplementasikan, serta mengetahui hambatan-hambatan yang 

ada dan solusi yang perlu diambil untuk memperbaikinya. 

Berdasarkan hasil observasi sementara peneliti di kantor kecamatan 

Jempang Kabupaten Kutai Barat maka peneliti merumuskan asumsi sebagai berikut 

yaitu, 

1. Seberapa besar pengaruh penerapan prinsip-prinsip Good 

Governance terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kantor 

Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat 

 

2. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara Penerapan 

prinsip-prinsip Good Governance terhadap Penyelenggaraan 
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Pemerintahan di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai 

Barat 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan mengenai prinsip-

prinsip Good Governance berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan, 

maka peneliti tertarik menetapkan judul sebagai berikut : 

Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap 

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten 

Kutai Barat. 

B. Perumusan Masalah 

Sebelum peneliti merumuskan yang menjadi masalah dalam penelitian ini 

maka terlebih dahulu peneliti mengemukakan beberapa pendapat yang peneliti 

peroleh dari literatur. 

Menurut A. Michael Huberman (2016:138) menjelaskan secara singkat 

tentang hal ini, “Mereka menyebutkan bahwa ada dua kegunaan rumusan masalah. 

Pertama rumusan masalah adalah cara untuk membuat asumsi-asumsi teoritis 

menjadi lebih tegas di bandingkan dengan apa yang ada pada kerangka konseptual. 

Kedua menjelaskan kepada kita mengenai sesuatu yang paling utama dan yang 

pertama ingin kita ketahui”. 

Sedangkan Menurut Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah 

(2019:60) Perumusan masalah merupakan “ Perumusan masalah ke dalam bentuk 

yang lebih terfokus. Bagian ini tidak terpisahkan dengan paparan yang terdapat 
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pada latar belakang masalah”. Selanjutnya menurut pendapat Sugiyono (2019:63) 

“Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan 

kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah 

merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui 

pengumpulan data”. 

Dari penjelasan diatas menurut para ahli, dapat peneliti simpulkan bahwa 

rumusan masalah merupakan suatu permasalahan yang didapat dari antara variable 

yang akan diteliti yang nantinya akan didapatkan hasilnya melalui penelitian. Untuk 

memudahkan peneliti dalam penelitian ini dan agar penelitian ini memiliki tujuan 

yang jelas dalam menginterprestasikan fakta dan data ke dalam penulisan skripsi, 

maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahannya. 

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : “apakah 

prinsip-prinsip Good Governance berpengaruh terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan di Kantor Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat”. 

C. Tujuan Penelitian 

Sebelum penelitian dilakukan, diperlukan tujuan agar peneliti dapat 

memfokuskan suatu penelitian yang ingin diketahui agar lebih terarah dan terukur, 

maka dari itu peneliti memaparkan terlebih dahulu beberapa pendapat dari para ahli 

sebagai berikut. 
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Menurut Ulber Silalahi (2012:9) “ Pada hakekatnya penelitian bertujuan 

untuk memberi solusi atas suatu masalah dan mendapat pengetahuan tentang 

sesuatu yang dianggap benar melalui proses observasi”. 

Menurut Sugiyono (2015:397) menyatakan “Secara umum tujuan penelitian 

adalah untuk menemukan,mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan. 

Sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan .  

Sedangkan menurut Endang Winarni (2018:14) “ Tujuan penelitian adalah 

menemukan kebenaran dengan mengumpulkan fakta atau menjelaskan realitas 

dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam lingkungannya”. 

Maka maksud tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui apakah 

prinsip-prinsip Good Governance berpengaruh terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Kecamatan Jempang 

Kabupaten Kutai Barat diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

maupun praktis. Sebelum itu berikut pemaparan mengenai pendapat para ahli. 

Menurut Rachmad Trijono (2015:15) “ Manfaat penelitian pada dasarnya 

adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang 

suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian terdiri dari fakta, 

konsep, generalisasi, dan teori yang memungkinkan manusia dapat memahami 

fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapi”. 
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Sedangkan menurut Indrawati (2018:92) mengatakan “ Manfaat atau 

kepentingan akademik berisi paparan atau penjelasan akan manfaat yang akan 

diperoleh dari dilakukannya penelitian, sering juga peneliti menuliskan manfaat 

penelitian, karena bagian ini menjelaskan apa kepentingan penelitian yang 

dilakukan sehingga penelitian harus dilakukan”.  

Kemudian menurut Lexy J. Moleong (2021:401) “ Manfaat penelitian 

dirumuskan secara singkat dan dengan Bahasa yang tepat. Kegunaan penelitian baik 

dunia ilmu pengetahuan, bidang ilmu itu sendiri dan Masyarakat pada umumnya”. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat peneliti simpulkan bahwa manfaat 

penelitian adalah hasil dari fakta-fakta atau data-data yang dikumpulkan melalui 

penelitian yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Adapun 

manfaat penelitian sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran 

dan saran-saran bagi peneliti selanjutnya serta pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Administrasi Publik. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perpustakaan di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan 
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menjadi refrensi untuk penelitian selanjutnya khususnya tentang 

pengaruh prinsip-prinsip Good Governance 

2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

pengalaman langsung tentang pengaruh penerapan prinsip-prinsip 

Good Governance terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kantor 

Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat. 

b. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan penelitian ini memberikan 

gambaran mengenai efektivitas penerapan prinsip-prinsip Good 

Governance di Tingkat Kecamatan dan menjadi bahan evaluasi untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan public dan tata Kelola pemerintahan 

di Kecamatan Jempang. 

c. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman 

masyarakat tentang hak dan peran mereka dalam proses pemerintahan 

yang baik dan Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam 

pengambilan keputusan dan pengawasan kinerja pemerintah 

kecamatan. 

d. Bagi Aparatur Pemerintah, diharapkan dapat menjadi acuan untuk 

meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam 

menjalankan tugas pelayanan publik dan membantu dalam 

penyelenggaraan pemerintahan.
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BAB II 

KERANGKA DASAR TEORI 

A. Teori dan Konsep 

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus memiliki dasar-dasar 

penulisan yang berupa teori-teori, karena teori merupakan pedoman bagi peneliti 

dalam melakukan penelitian. Teori dan konsep merupakan dua unsur yang 

memecahkan suatu masalah atau menjelaskan hubungan sebab akibat dari masalah 

dalam penelitian ini. 

Menurut Deddy Mulyadi (2015:1) ”Konsep adalah suatu abstraksi yang 

menggambarkan ciri-ciri umum sekelompok objek, peristiwa, atau fenomena 

lainnya”. Selanjutnya menurut Hoy dan Miskel dalam Sugiyono, (2017:54) “ 

Konsep adalah seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang dapat digunakan 

untuk mengungkapkan dan menjelaskan prilaku dalam berbagai organisasi”. 

Selanjutnya menurut Dyah Ratih Sulistyastuti (2017:16) ”Teori adalah 

serangkaian  konsep yang memiliki hubungan yang sistematis untuk menjelaskan 

suatu fenomena sosial tertentu”. Kemudian menurut Kerlinger dalam Sugiyono, 

(2017:103) “ Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi 

yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi 

hubungan antar variable, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan 

meramalkan fenomena”. 

Kemudian Menurut M. Astri Yulidar Abbas (2019:37) “ Teori merupakan 

alat terpenting dari suatu ilmu pengetahuan. Tanpa adanya teori, maka yang ada 
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adalah pengetahuan tentang serangkaian fakta saja, tetapi tidak ada ilmu 

pengetahuan”. 

Berdasarkan paparan menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa 

teori merupakan suatu tulisan yang didalamnya menjelaskan definisi atau konsep 

suatu hal yang berdasarkan suatu fakta dan hukum. Sedangkan konsep merupakan 

suatu ciri, rangkaian, atau Gambaran yang akan dituangkan dalam suatu penelitian 

atau kegiatan yang akan dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik. 

1. Good Governance 

a. Pengertian Good Governance 

Good Governance adalah konsep yang mengacu pada tata kelola 

pemerintahan yang baik, yang bertujuan untuk mencapai keputusan dan 

pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara kolektif. Konsep ini 

menekankan pentingnya transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan 

supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Bank Dunia, 

Good Governance mencakup manajemen pembangunan yang solid dan 

bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, serta 

mencegah korupsi baik secara politis maupun administrative. Secara umum, Good 

Governance dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang mengedepankan keinginan 

rakyat dan memperkuat kapasitas mereka dalam mencapai keadilan sosial serta 

pembangunan berkelanjutan. Ini meliputi aspek fungsional dari pemerintahan yang 

mampu beroperasi secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. 
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Menurut Sahya Anggara (2012:202) “Pengertian kepemerintahan 

(governance) adalah suatu kegiatan (proses), bahwa governance merupakan 

serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dan Masyarakat 

dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Masyarakat dan 

intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan”. 

Kemudian Riswanda Imawan (2012:32) “Good Governance diartikan 

sebagai cara kekuasaan Negara digunakan dalam mengatur sumber-sumber 

ekonomi dan sosial pembangunan Masyarakat”.  

Selanjutnya menurut Sedarmayanti (2012:3) ”Secara konseptual pengertian 

kata baik (Good) dalam istilah kepemrintahan yang baik (Good Governance) 

mengandung dua pemahaman, yang pertama nilai yang menjunjung tinggi 

kenginan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan dengan 

rakyat dan pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, Pembangunan berkelanjutan 

dan keadilan sosial”. 

Kemudian menurut Sedarmayanti (2017:7), ” OECD ( Organization for 

Economic Co – Operation and Development ) dan World Bank mendefinisikan 

Good Governance sebagai penyelenggaraan manajemen Pembangunan solid dan 

bertanggung jawab yang sejalan dengan demokratis dan pasar yang efisien, 

penghindaran salah alokasi dana investasi yang langkah, dan pencegahan korupsi 

secara politik dan administrative, menjalankan disiplin anggaran serta menjalankan 

kerangka kerja politik dan politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas 

kewiraswastaan”. 
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Selanjutnya Menurut Hayat (2017:167) “Good Governance adalah kaidah 

dasar yang menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tata 

pemerintahan yang baik bersumber dari proses dan sistem yang baik”. 

Berdasarkan paparan dari para ahli sebelumnya maka peneliti menarik 

kesimpulan, governance merupakan suatu serangkaian penyelenggaraan 

pemerintahan yang didalamnya tidak hanya aktor pemerintah saja yang turut 

berpartisipasi dalam penyelenggaraan kebijakan publik tetapi Masyarakat juga ikut 

berpartisipasi. 

b. Landasan Hukum Good Governance 

 Peraturan perundangan yang menjadi landasan implementasi Good 

Governance adalah:  

1. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000, 

tentang Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang menetapkan salah satu 

mata diklat yaitu; Dasar-dasar Kepemerintahan Yang Baik (Good 

Governance).  

2. Pasal 20 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Mengatur 

asas Umum Penyelengaraan Negara Yang Baik.  

3. UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.  

4. UUNo. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.  

5. UUNo.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.  

6. UU. No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.  

7. UU. No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.  
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8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  

9. Peraturan Mentri No.Kep-/M-MBU/2002 Tahun 2002 Tentang Penerapan 

Praktek Good Corporate Governance.  

Undang-undang diatas mengatur tentang pemerintahan yang baik (Good 

Governance) sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance. 

c. Prinsip – prinsip Good Governance  

Prinsip dasar "Good Governance" atau "pemerintahan yang baik" mengacu 

pada cara suatu negara atau organisasi dikelola dengan efektif dan efisien sambil 

mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Prinsip-prinsip ini 

menjadi landasan bagi pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berfokus pada 

kepentingan masyarakat. 

Tata kelola mengandung makna bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata 

berada di tangan pemerintah, dan bukan pula menjadi urusan pemerintah, 

melainkan pelaksanaan fungsi tata kelola dilakukan secara  bersama-sama oleh 

pemerintah dan lembaga lain, yaitu organisasi non-pemerintah (LSM), perusahaan 

swasta dan publik. United Nation Development Program (UNDP) sendiri dalam 

Suhady, (2005:50) mendefinisikan Good Governance sebagai hubungan yang 

sinergis dan konstruktif di antaranegara, sektor swasta dan masyarakat (society). 

Berdasarkan definisi tersebut, UNDP kemudian mengajukan karakteristik Good 

Governance yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri. Adapun 

prinsip-prinsip tersebut adalah: partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat 
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tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab 

dan visi yang strategis.  

Lebih lanjut, United Nation Development Program (UNDP) merumuskan 

bahwa setidaknya ada tiga pihak yang berperan sebagai pelaku dalam Good 

Governance yaitu:  

a) Negara atau Pemerintah  

b) Sektor privat (sektor swasta atau dunia usaha) dan sipil (civil society). 

  Setiap pelaku tersebut memiliki peran masing-masing demi terbentuknya 

Good Governance. 

Menurut United Nation Development Program (UNDP) yang dikutip oleh 

Sedarmayanti (2012:13) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip 

yang dikembangkan dalam Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good 

Governance) adalah sebagai berikut : 

1. Partisipasi (Participation) 

Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun 

perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan 

keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, 

sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Partisipasi yang 

luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan 

berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktur. 
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2. Aturan Hukum (Rule of Law) 

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan yang berkeadilan 

dan dilaksanakan secara utuh, terutama tentang hak asasi manusia. 

3. Transparansi (Transparency) 

Tranparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran 

informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat diakses 

secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dari informasi harus 

disediakan secara memadai dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai 

alat monitoring dan evaluasi.  

4. Akuntabilitas (Accountability) 

Pelayanan publik yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik dan masyarakat harus memiliki visi yang jauh ke depan agar 

bersamaan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. 

 Adapun menurut UNDP (Hanafi & Tunggadewi, 2019) menyatakan bahwa 

terdapat sembilan prinsip untuk mewujudkan Good Governance, yaitu Partisipasi, 

Penegakan Hukum, Transparansi, Daya Tanggap Petugas Pemberi Layanan, 

Berorientasi, Berkeadilan, Efektivitas dan Efisiensi, Akuntabilitas, dan Bervisi 

Strategis. Berikut ini uraian lengkap dari sembilan prinsip tersebut:  

1. Partisipasi Masyarakat 

Menurut UNDP, badan program pembangunan PBB pada tahun 

1997, Partisipasi masyarakat memiliki pengertian setiap warga masyarakat, 
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laki-laki dan perempuan wajib mempunyai hak suara yang tidak berbeda 

dalam proses pemilihan umum dengan kebebasan berpendapat secara 

konstruktif. Hal ini juga bisa diartikan adanya keaktifan masyarakat dalam 

kegiatan-kegiatan pemerintahan yang berhubungan dengan 

keberlangsungan sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat.  

2. Penegakkan Hukum 

Dalam rumusan prinsip-prinsip Good Governance yang 

dikemukakan oleh United Nations Development Program pada tahun 1997, 

penegakkan hukum memiliki arti yaitu sebuah rangka yang dimiliki 

haruslah berkeadilan dan dipatuhi. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam 

pemberian pelayanan publik kepada masyarakat setiap pelayanan publik 

harus berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku. 

3. Transparansi  

United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1997 

menjelaskan bahwa, transparansi mempunyai arti yaitu pemerintahan harus 

dibangun dalam kebebasan aliran informasi yang ingin dimiliki oleh mereka 

yang membutuhkannya. 

4. Daya Tanggap 

Petugas Pemberi Layanan Salah satu prinsip Good Governance yang 

palin penting adalah daya tanggap petugas pemberi layanan. Dalam 

rumusan prinsip-prinsip Good Governance yang dikemukakan oleh United 

Nations Development Program tahun 1997, daya tanggap memiliki arti 
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yaitu bahwa setiap lembaga dalam prosesnya harus diarahkan kepada upaya 

untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (masyarakat). 

5. Berorientasi 

Pada Konsensus Sesuai dengan pengertiannya, berorientasi pada 

kensensus memiliki arti pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang 

dapat menjadi penengah bagi berbagai perbedaan dan memberikan suatu 

penyelesaian. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh United Nations 

Development Programmers (UNDP) pada tahun 1997. 

6. Berkeadilan 

Prinsip Good Governance berkeadilan mempunyai makna 

memberikan pelayanan tanpa membeda bedakan. Menurut badan program 

pembangunan PBB pada tahun 1997, berkeadilan memiliki arti yaitu 

memberikan kesempatan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup 

seseorang dengan adil tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Dari 

pengertian tersebut dapat disimpulkan pada intinya dalam pemberian 

layanan publik yang sama rata tanpa membeda - bedakan suku, ras, agama, 

serta sosial, maupun jenis kelamin. 

7. Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan 

Efektifitas dan Efesiensi merupakan salah satu dari prinsip Good 

Governance yang harus diterapkan agar pelayanan menjadi lebih baik. 

Menurut United Nation Development Program pada tahun 1997, efektifitas 

dan efesiensi yaitu bahwa setiap proses kegiatan dan kelembagaan 

diarahkan dalam upaya menghasilkan suatu yang benar benar dibutuhkan.  
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8. Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. 

Akuntabilitas termasuk dalam salah satu prinsip Good Governance yang 

harus diterapkan dalam pemerintahan. Menurut UNDP, badan program 

pembangunan PBB pada tahun 1997, akuntabilitas memiliki pengertian 

yaitu bahwa para pengambil keputusan dalam pemerintah dapat memiliki 

pertanggung jawaban kepada publik. 

9. Bervisi Strategis 

Menurut United Nations Development Program (UNDP), badan 

program pembangunan PBB pada tahun 1997, prinsip terakhir dari Good 

Governance adalah bervisi strategis. Bervisi strategis memiliki arti para 

pimpinan dan masyarakat memiliki pandangan yang luas dan jangka 

panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan 

pembangunan manusia. 

2. Penyelenggaraan Pemerintahan 

a. Definisi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan diartikan sebagai "kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan untuk 

mencapai tujuan negara." Secara umum Penyelenggaraan Pemerintahan adalah 

serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga pemerintah untuk mengatur, 

mengelola, dan memberikan pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan peraturan 
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yang berlaku. Hal ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan 

evaluasi kebijakan publik. 

Landasan penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia terdiri dari: landasan 

ideal (Pancasila), dan landasan konstitusional (UUD NRI Tahun 1945). Sedangkan 

landasan operasional tidak dikenal lagi sejak GBHN (Garis Besar Haluan Negara) 

dihapuskan dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945, kemudian dasar operasional 

ini diacu pada UU Propenas. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara 

Indonesia ialah dalam rangka membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia 

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial. Tujuan tersebut dapat dimampatkan sebagai tujuan 

nasional dan internasional. 

Asas-asas pemerintahan Indonesia dapat dirujuk pada: asas-asas umum 

pemerintahan yang baik (AAUPB) dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan. 

AAUPB dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 (UUAP):  

1. kepastian hukum 

2. kemanfaatan 

3. ketidakberpihakan 

4. kecermatan 

5. tidak menyalahgunakan kewenangan 

6. keterbukaan 
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7. kepentingan umum 

8. pelayanan yang baik 

Adapun asas dalam Pemerintahan di Indonesia terdiri dari dua komponen 

utama, yaitu sebagai berikut : 

a) Asas Keahlian 

Merupakan asas penyelenggaraan/ pelaksanaan fungsi keahlian menurut 

sektoral/ bidangnya. Asas ini diterapkan pada struktur lembaga lembaga 

negara serta susunan pemerintah pusat yang terdiri atas lembaga-lembaga 

departemen dan non departemen. Melalui asas ini dipahami bahwa susunan 

pemerintahan baik di pusat maupun di daerahnya diambil dari orang yang 

ahli di bidangnya masing-masing. 

b) Asas Kedaerahan 

Luas dan berkembangnya kepentingan pemerintah pusat dalam 

mengetahui rakyat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka muncul 

asas-asas:  

1) Dekonsentrasi 

Pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau 

kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan 

pemerintahan umum. 
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2) Desentralisasi  

Penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada 

daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. 

3) Tugas Pembantuan 

adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom 

untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi 

kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan 30 sebagian Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 

Melalui pengertian dan landasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa 

Penyelenggaraan Pemerintahan merupakan proses dan kegiatan yang dilakukan 

oleh pemerintah untuk mengelola dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan 

dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik. 

b. Fungsi dan Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Penyelenggaraan pemerintahan memiliki fungsi dan tujuan yang sangat 

penting dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dan menciptakan 

stabilitas sosial. Fungsi utama dari penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk 

melindungi hak-hak warga negara, menyediakan layanan publik, dan menciptakan 

lingkungan yang kondusif bagi perkembangan ekonomi dan sosial. Dalam konteks 

ini, pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang dapat 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan 

infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam menjaga ketertiban umum 
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dan menciptakan keadilan sosial melalui penegakan hukum yang adil dan 

transparan.  

Tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya terbatas pada 

penyediaan layanan dasar, tetapi juga mencakup penguatan partisipasi masyarakat 

dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah 

dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan 

kebutuhan dan aspirasi rakyat. Hal ini sejalan dengan prinsip Good Governance 

yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai elemen kunci 

dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Ketika prinsip-prinsip ini diterapkan 

secara efektif, diharapkan akan terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah serta pengurangan praktik korupsi dan penyalahgunaan 

kekuasaan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan yang baik bukan hanya 

tentang bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya, tetapi juga tentang 

bagaimana pemerintah dapat berinteraksi secara positif dengan masyarakat untuk 

mencapai tujuan bersama. 

3. Indikator Good Governance  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga 

menekankan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, termasuk 

kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Indikator 

penyelenggaraan pemerintahan merupakan alat ukur yang penting untuk menilai 

efektivitas dan efisiensi suatu pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik. 

Dalam konteks Good Governance, indikator-indikator ini membantu untuk 
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mengevaluasi seberapa baik prinsip-prinsip pemerintahan yang baik diterapkan 

dalam praktik.  

Menurut Mardiasmo (2018) yang dikutip oleh United National 

Development Program (UNDP) terdapat indikator good government governance, 

sebagai berikut: Participation, Rule Of Law, Transparency, Responsiveness, 

Consensus Orientation, Equity, Efficiency and Effectiveness, Accountability, 

Strategic Vision. Maka penjelasan dari indikator good government governance 

diatas sebagai berikut: 

a. Participation. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik 

secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui lembaga 

perwakilan rakyat yang dapat menyalurkan pendapatnya. Partisipasi 

tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta 

berpartisipasi secara konttruktif.  

b. Rule Of Law. Kerangka hukum yang harus adil dan dilaksanakan tanpa 

memandang dia siapa dan jabatannya apa.  

c. Transparency. Transparasi dibangun atas dasar kebebasan memeroleh 

informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara 

langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.  

d. Responsiveness. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam 

hal menyampaikan pelayanan stakeholder. 

e. Consensus Orientation. Berorientasi pada kepentingan Masyarakat yang 

lebih luas.  
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f. Equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk 

memperoleh kesejahteraan dan keadilan.  

g. Efficiency and Effectiveness, Pengelolaan sumber daya publik dilakukan 

secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). 

h. Accountability, Pertanggungjawaban kepada public atas setiap aktivitas-

aktivitas yang telah dilakukan. 

i. Strategic Vision. Panduan untuk mengambil Keputusan dan perencanaan 

strategis, serta memberikan arah yang jelas bagi seluruh anggota organisasi. 

Kemudian Good Government Governance (dalam Mahsun, 2018 : 48), yaitu 

Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), dan Partisipasi 

(Participation). Berikut penjelasan dari indikator Good Government Governance 

adalah sebagai berikut:  

a. Transparansi (Transparency) Keterbukaan adalah prinsip dimana 

persamaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan 

cara yang mudah diakses dan dipahami oleh orang yang berkepentingan, hal 

ini untuk menjaga obyektivitas dalam suatu pemerintahan. 

b. Akuntabilitas (Accountability) Akuntabilitas adalah prinsip dimana suatu 

perusahaan / pemerintahan harus dapat mempertanggung jawabkan 

kinerjanya secara transparan dan wajar.Oleh karena itu pemerintah harus 

dikelola secara benar dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 

c. Partisipasi (Participation) adalah Keterlibatan seseorang dalam pembuatan 

keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga 
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perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut 

dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi 

secara kontruktif. 

Dari beberapa pendapat diatas, Maka dapat disimpulkan bahwa secara tidak 

langsung Good Government Governance (Penyelenggaraan Pemerintahan yang 

baik) pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public 

dan memberikan kemajuan kinerja pada suatu pemerintah daerah. 

4. Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan 

 Menurut Edelman (2010:22), mengatakan “melihat kualitas pelayanan itu 

dari   berbagai segi,  yakni  dari  segi  penyelenggaraan pemerintahan (pelayanan 

masyarakat atau konsumen). 

a. Kesederhanaan Proses, dalam   arti   prosedur   atau tata cara pelayanan 

diselenggarakan secara cepat,   tidak   berbelit-belit, mudah dipahami dan 

mudah dilaksanakan. 

b.  Kejelasan Prosedur ,yang mencakup Rincian biaya atau tarif pelayanan 

public dan Prosedur atau tata cara umum, baik teknis maupun administratif. 

c. Kepastian waktu Pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan publik harus 

dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

d. Kemudahan    akses,    yaitu bahwa   tempat   dan   lokasi serta sarana 

pelayanan yang memadai,  mudah  dijangkau oleh  masyarakat,  dan  dapat 

memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. 

e. Kedisiplinan, yaitu pelayanan harus bersikap disiplin.  
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f.  Kesopanan, yaitu pelayanan harus bersikap sopan dan santun. 

g. Keramahan, yaitu memberikan pelayanan serta ramah 

 Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk melihat kualitas 

pelayanan dari segi penyelenggaraan pemerintahan kesederhanaan dalam tata cara 

pelayanan, prosedur yang jelas dan mudah dipahami dan dilaksanakan. 

B. Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu dugaan yang sifatnya sementara dari suatu 

penelitian yang masih memerlukan pembuktian tentang kebenaran yang dihadapi 

sehingga menimbulkan suatu kenyataan yang rasional dan dapat diterima serta 

dimengerti oleh setiap orang secara logika. 

Menurut Ulber Silalahi (2012:160) “ Hipotesis merupakan pernyataan atau 

jawaban tentatif atas masalah dan kemudian hipotesis dapat diverifikasi hanya 

setelah hipotesis diuji secara empiris”. 

Sedangkan Menurut Sugiyono (2013:96), “Hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, Dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, 

karena jawaban yang diberikan berdasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”. 

Menurut Nanang Martono (2015:106) mengemukakan bahwa “ Hipotesis 

dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenerannya masih harus 

diuji; rangkuman simpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan Pustaka. Hipotesis 
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juga merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya atau merupakan suatu 

jawaban sementara atas jawaban sementara atas pertanyaan penelitian”. 

Adapun Menurut Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah (2019:76), 

Mengemukakan bahwa “ Hipotesis merupakan sisi yang akan diuji keberlakuannya, 

atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian”. 

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis merupakan praduga yang sifatnya 

sementara atau belum pasti yang masi memerlukan suatu pembuktian dengan 

melakukan penelitian, maka hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut: 

Ha :”Diduga berpengaruh penerapan prinsip-prinsip Good Governance terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten 

Kutai Barat”. 

Ho :”Diduga tidak berpengaruh penerapan prinsip-prinsip Good Governance 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Kecamatan Jempang 

Kabupaten Kutai Barat”. 

C. Definisi Konsepsional 

Definisi konsepsional adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang 

karakteristik suatu masalah yang hendak diteliti. Menurut Rianto Adi (2011:29) 

yaitu, “Definisi Konsepsional adalah kerangka berfikir kita yang bersifat teoritis 

atau konsepsional mengenai masalah yang kita teliti”. 

Adapun Menurut A.M Heru Basuki (2011:23) “ Konsepsional adalah yang 

menggambarkan adanya hubungan antara konsep yang khusus yang akan diteliti. 
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Konsepsional juga digunakan untuk mendefinsikan pengertian di dalam penelitian 

agar tidak mengalami pembiasaan dalam pengumpulan data hingga pada tahap 

analisis penelitian”. 

Sedangkan menurut Ulber Silalahi (2012:118) yaitu “ Definisi konsepsional 

adalah definisi yang menggambarkan konsep dengan penggunaan konsep-konsep 

lain, atau mendefinisikan suatu konstruk-konstruk lain”. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

definisi konsepsional adalah menggambarkan adanya Batasan menggenai suatu 

konsep variabel yang diteliti yang didalamnya terkandung definisi dari konsep yang 

akan diteliti. Maka dengan penelitian ini, konsep dari kedua variabel yang akan 

diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Prinsip-prinsip Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik 

adalah pengelolaan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik dan memberikan kemajuan kinerja pada suatu 

pemerintah daerah serta memenuhi kebutuhan Masyarakat secara adil dan 

berkelanjutan, ditinjau dari sisi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, 

supremasi hukum, daya tanggap, berorientasi pada masyarakat, kesetaraan, 

efesien dan efektif, serta bervisi strategis. 

2. Penyelenggaraan Pemerintahan adalah pelaksanaan tugas-tugas eksekutif 

atau administrasi negara dalam memberikan pelayanan public secara efektif 

dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ditinjau dari 

kesederhanaan proses, kejelasan prosedur, kepastian waktu pelayanan, 

kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. 
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D. Definisi Operasional 

Dalam rangka memberikan Batasan sekaligu mempertegas ruang lingkup 

serta obyek yang diteliti, maka perlu menetapkan indicator-indikator tersebut, lebih 

dahulu peneliti kemukakan beberapa pengertian atau definisi operasional menurut 

para ahli. 

Menurut Sugiyono (2012:31), “Definisi operasional adalah penentuan 

construct sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional 

menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan 

construct, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan 

replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara 

pengukuran construct yang lebih baik”. 

Sedangkan Menurut Sanjaya (2013:287) mengatakan bahwa definisi 

operasional adalah “Definisi yang dirumuskan oleh peneliti mengenai istilah yang 

ada pada masalah peneliti dengan maksud untuk menyamakan persepsi antara 

peneliti dengan orang-orang terkait dengan penelitian”. 

Kemudian menurut Nanang Martono (2015:67) mengatakan “Secara 

sederhana definisi operasional dimaknai sebagai petunjuk yang menjelaskan 

kepada peneliti mengenai bagaimana mengukur sebuah variabel secara konkret. 

Melalui definisi operasional, peneliti akan lebih mudaah menentukan metode untuk 

mengukur sebuah variabel serta menentukan indikator”. 
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Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat peneliti simpulkan bahwa definisi 

operasional merupakan batasan dari variabel yang telah ditetapkan oleh peneliti 

untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Dari beberapa teori diatas maka peneliti 

menetapkan beberapa indicator dari independent variabel dan dependent variabel 

yang ingin diteliti dan dicari hubungannya dan ditarik kesimpulannya. 

Independen variabel (Penerapan prinsip-prinsip Good Governance) diberi 

lambang ( X ) sedangkan Dependen variabel (Penyelengaraan Pemerintahan) diberi 

lambang ( Y ) dengan Indikator sebagai berikut : 

No Variabel Indikator Sumber 

1 Variabel ( X ) 

Penerapan Prinsip-prinsip 

Good Governance 

 

1. Participation 

2. Rule Of Law 

3. Transparency 

4. Responsivness 

5. Consencus 

Orientation 

6. Equity 

7. Effeciency and 

Effectiveness 

8. Accountability 

9. Strategic 

Vision 

Mardiasmo 

(2018) 

2 Variabel ( Y )  

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

1. Kesederhanaan 

proses 

2. Kejelasan 

prosedur 

3. Kepastian 

waktu 

pelaksanaan 

4. Kemudahan 

akses 

Edelman 

(2010:22) 
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No Variabel Indikator Sumber 

5. Kedisiplinan 

6. Kesopanan 

7. Keramahan 

 

E. Jenis Penelitian  

Jenis Penelitian yang peneliti lakukan bersifat kuantitatif, yaitu suatu 

penelitian yang mencari hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya, 

Dimana variabel bebasnya mempengaruhi variabel terikatnya dan dalam penelitian 

ini variabel independent adalah Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance 

sedangkan variabel dependen adalah Penyelenggaraan pemerintahan. 

Menurut Sugiyono (2007: 14-15), “Kuantitatif adalah data yang berbentuk 

angka (scoring) yaitu kalimat yang diangkakan. Data kuantitatif adalah data yang 

dikelompokkan menjadi dua besar, yaitu data diskrit dan kontinum. Data diskrit 

yaitu data yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang (bukan mengukur). 

Sedangkan sebaliknya data kontinum adalah data yang diperoleh dari hasil 

pengukuran (Angket dan Kuisioner)’. 

Adapun Menurut Creswell yang dikutip Rachmat Trijono (2015:17), 

“Penelitian kuantitatif yakni penyelidikan tentang masalah kemasyarakatan atau 

kemanusiaan yang didasarkan pada pengujian suatu teori yang tersusun atas 

variabel-variabel, diukur dengan bilangan-bilangan dan dianalisis dengan prosedur-

prosedur statistic”. 
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Berdasarkan dari pendapat ahli diatas, maka jenis data dalam penelitian ini 

adalah data kuantitatif yang mengolah data berdasarkan kontinum yaitu mengolah 

data dari hasil pengukuran kuisioner yang diberi nilai (scoring). Menurut 

Sugiyono,(2004:38) “Sedangkan bentuk hubungan kausal yaitu hubungan yang 

bersifat sebab akibat. Jadi dalam penelitian terdapat dua variabel indpenden 

(variabel mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi)”.  

Dengan pengertian variabel x mempunyai peluang untuk mengakibatkan 

terjadinya perubahan pada variabel y, dan untuk menguji kebenarannya harus 

melalui pengujian hipotesa, apakah dapat diterima atau ditolak. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jadwal Penelitian 

Sebelum membahas hasil penelitian, peneliti akan menguraikan secara 

singkat tahapan penelitian mulai dari awal kegiatan, hingga akhir pelaksanaan 

penelitian sebagai berikut : 

Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian 

 

 

No 

 

 

Kegiatan 

 

Jadwal Penelitian 

2024-2025 

Okt Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul 

1 Observasi dan Studi 

Kepustakaan 

         

2 Pengajuan Judul           

3 Penyusunan Proposal          

4 Penelitian Lapangan          

5 Seminar          

6 Pendadaran          

Sumber : Dibuat oleh Peneliti 
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B. Populasi dan Sampel 

 Populasi dan sampel dalam tahap penelitian ini bertujuan untuk mengambil 

data sebagian dari populasi yaitu sampel, sampel digunakan untuk mewakilkan 

populasi yang akan diteliti, dibawah ini beberapa teori tentang populasi dan sampel 

1. Populasi 

 Populasi merupakan sekumpulan unsur yang disajikan sebagai obyek 

penelitian. Menurut Ulber Silalahi (2012:253), “ Populasi adalah seluruh unit-unit 

yang darinya sampel dipilih. Populasi dapat berupa organisme, orang atau 

sekelompok orang, masyarakat, organisasi, benda objek, peristiwa, atau laporan 

yang semuanya memiliki ciri dan harus didefinisikan secara spesifik dan tidak  

secara mendua”. 

 Menurut Rachmad Trijono (2015:30-31) “ Populasi adalah keseluruhan unit 

yang menjadi objek kegiatan statistic baik berupa instansi pemerintah, lembaga, 

organisasi, benda maupun objek lainnya”. Sedangkan menurut Sugiyono 

(2015:117), “Populasi adalah  wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. 

Kemudian Menurut Hartono (2019:163) “Populasi diartikan sebagai 

sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi objek penelitian”. Sedangkan 

Menurut Sugiyono (2016:80), Populasi merupakan wilayah generalisasi yang 
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terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

 Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan populasi adalah yang 

benar-benar dijadikan sumber data dan keseluruhan objek yang digunakan menjadi 

suatu objek penelitian.  

2. Sampel 

 Menurut Ulber Silalahi (2012:254) “ Sampel adalah suatu subset atau tiap 

bagian dari populasi berdasarkan apakah itu representative atau tidak. Sampel 

merupakan bagian tertentu yang dipilih dari populasi”. 

 Sedangkan menurut Nanang Martono (2015:268) “ Sampel merupakan 

bagian dari populasi berdasarkan apakah itu representative atau tidak. Sampel 

merupakan bagian tertentu yang dipilih dari populasi”. 

 Adapun menurut Sugiyono (2015:149) “Sampel adalah bagian atau jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan 

peneliti tidak mungkin mempelajari yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatsan dana, tenaga, dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu”.  

 Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

sampel adalah sebagian atau yang mewakili dari populasi yang dipilih 
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menggunakan prosedur yang telah ditentukan peneliti untuk menghemat waktu, 

dana dan tenaga. 

Tabel 3. 2 Jumlah Pegawai di kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai 

Barat Tahun 2025 

No Status Jumlah 

1 Camat 1 

2 Sekretaris Camat 1 

3 Kepala Substansi 3 

4 Kepala Subbagian 2 

5 Bendahara 2 

6 Staf Subbagian 9 

7 Staff 22 

8 Masyarakat 10 

Jumlah 50 

Sumber: Data Pegawai Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat 2025 

 Menurut Sugiyono (2013:218) teknik purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik purposive 

sampling memilih sekelompok subyek berdasarkan karakteristik tertentu yang 

dinilai memiliki keterkaitan dengan ciri-ciri atau karakteristik dari populasi yang 

akan diteliti 
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Dari uraian diatas bahwa jumlah pegawai yang berada di kantor Kecamatan 

Jempang Kabupaten Kutai Barat yaitu sebanyak 40 orang dan masyarakat 10 orang. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan demikian peneliti tidak mengambil sampel 

sehingga populasi sebanyak 50 yang secara keseluruhan dijadikan sebagai 

responden, atau disebut juga Teknik purposive sampling. 

C. Gejala Yang Dihadapi 

 Secara umum sebuah penelitian akan menghadapi gejala yaitu gejala 

nominal dan gejala kontinum, dimana gejala ini memiliki ciri-ciri yang berbeda 

baik perbedaan prosedur maupun penggunaan alat untuk menghadapinya. 

 Menurut Sutrisno Hadi (2004:90), mengatakan ”Gejala nominal dan gejala 

kontinum sebagai berikut : Gejala nominal adalah suatu gejala yang hanya dapat 

digolong-golongkan secara terpisah, secara diskrit, secara kategorik, sedangkang 

gejala kontinum adalah gejala yang bervariasi menurut tingkatnya. Gejala ini 

memiliki kontinuitas dan ciri-ciri yang dapat digunakan untuk menggolongkan 

subyek pendukung gejala”. 

 Adapun menurut Ulber Silalahi (2012:283-284) “Data kuantitatif dibedakan 

atas dua yaitu data distrik dan data kontinum. Data distrik adalah data dari hasil 

pengukuran variabel distrik, yaitu variabel yang mempunyai nilai utuh atau nilai 

yang tetap dan pasti dan tidak memiliki nilai pecahan. Sedangkan data kontinum 

atau data bersambung yang diperoleh dari hasil pengukuran variabel kontinum, 

yaitu variabel yang memiliki nilai yang dinyatakan dengan nilai tidak terbatas dari 

minimum dan maksimum sehingga dapat berupa angka pecahan”. 



58 

 

 

 

 Kemudian menurut Sugiyono (2019:12) mengatakan  bahwa “ data 

kuantitatif dibedakan menjadi dua yaitu data diskrit dan data kontium. Data diskrit 

sering juga disebut data nominal adalah merupakan data kuantitatif,dimana data 

sama lain,tidak dalam satu garis kontium. Data ini diperoleh dari hasil mengitung”. 

Sedangkan, “Data kontium adalah data kuantitatif yang satu sama lain 

berkesinambungan dalam satu garis. Data ini di peroleh dari hasil kemampuan, 

motivasi, dan IQ. Data kontoum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu data ordinal, 

interval,dan ratio”. 

 Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka penelitian ini hanya mengukur 

gejala kontinuitas, sebab gejala ini memiliki kontinuitas ciri yang dapat digunakan 

untuk menggolongkan subjek-subjek pendukung. Sampel penelitian dapat diambil 

dari jumlah populasi yang digunakan untuk mengukur penelitian. 

D. Alat Pengukur Data 

 Sesuai dengan gejala yang dihadapi dalam penulisan proposal ini adalah 

gejala kontinum, maka untuk mengukur data penulis menggunakan skala ordinal. 

Skala ordinal diurut dalam urutan tingkatan (rank older) dalam hubungan dengan 

jumlah atribut yang dimiliki.  

Menurut Sutrisno Hadi (2004:124), yaitu “Skala ordinal menunjukkan 

angka posisi dari suatu urutan. Skala ordinal disebut pula sebagai skala berjenjang, 

sebab menggolongkan subyeknya menurut jenjang tanpa memperhatikan jarak 

antara golongan yang satu dengan yang lain”. 
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Adapun menurut Ulber Silalahi (2012:219-219-220) ”Skala ordinal dapat 

diurut dalam urutan tingkatan (rank older) dalam hubungan dengan jumlah atribut 

yang dimiliki. Ukuran ordinal mengindikasi satu perbedaan juga ditambah kategori 

dapat diurut (contoh, ukuran pendapat: Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, Sangat 

Tidak Setuju)”. 

 Dalam menggunakan skala ordinal dilakukan dengan metode likert, dimana 

indeks-indeksnya diberi skor, maka peneliti merubah data atau angka-angka 

kuantitatif. Butir-butir alat pengukuran data yang digunakan juga bervariasi antara 

1 sampai 2, 1 sampai 3, 1 sampai 4, dan 1 sampai 5. Kemudian penggunaan jenjang 

atau skor untuk indeks yang menunjukkan fungsi rendahnya setiap gejala. 

 Menurut Saifuddin Azwar (2001:77) menyatakan, ”Biasanya seorang 

peneliti menginginkan range yang cukup besar sehingga informasi yang 

dikumpulkan lebih lengkap adapun peneliti dapat menggunakan jenjang 3 (1,2,3) 

jenjang 5 (1,2,3,4,5) dan jenjang 7 (1,2,3,4,5,6,7,)”.  

Menurut Sugiyono (2019:146) “Skala Likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena 

sosial”. 

Kuisioner disusun dengan menggunakan skala likert dengan 5 alternatif 

jawaban yang disusun mulai dari jawaban responden tertinggi hingga jawaban 

responden terendah, untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat 

diberi skor sebagai berikut : 
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1. Apabila responden memilih jawaban (a) “Sangat Setuju” maka diberi skor  5 

2. Apabila responden memilih jawaban (b) “Setuju” maka diberi skor  4 

3. Apabila responden memilih jawaban (c) “Ragu-ragu” maka diberi skor  3 

4. Apabila responden memilih jawaban (d) “Tidak Setuju” maka diberi skor 2 

5. Apabila responden memilih jawaban (e) “Sangat Tidak Setuju” maka diberi 

skor  1 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Data merupakan bahan yang sangat penting yang digunakan dalam 

penelitian untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai yaitu pembuktian 

hipotesis dalam suatu kajian ilmiah agar terbukti kebenerannya, oleh karena itu 

kualitas data yang didapat sangat mempengaruhi hasil penelitian. 

 Menurut Ulber Silalahi (2009:280), “Pengumpulan data dapat didefinisikan 

sebagai suatu proses mendapat data empiris melalui responden dengan 

menggunakan metode tertentu”. 

 Adapun menurut Harbani Pasolong (2016:130) mengatakan, “Pengumpulan 

data merupakan proses pengadaan data primer untuk kebutuhan suatu peneliti. 

Pengumpulan data merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam metode 

ilmiah karena pada umumnya data yang terkumpul digunakan dalam rangka ujian 

hipotesis”. 
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 Kemudian Menurut Sugiyono (2019:228) “Pengumpulan data dapat 

dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat 

dari sumber datanya, maka pengumpulan data menggunakan sumber primer dan 

sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misal lewat orang lain atau 

lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau Teknik pengumpulan 

data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuisioner (angket), observasi 

(pengamatan) dan gabungan ketiganya”. 

 Berikut adalah beberapa unsur yang akan memudahkan peneliti dalam 

mendapatkan data yaitu sebagai berikut : 

1. Studi kepustakaan (Library research), yaitu studi literatur merupakan 

sebuah proses mencari berbagai literatur, hasil kajian atau studi yang 

berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

2. Penelitian lapangan (Field Work Research), pengumpulan data dengan 

mengadakan penelitian secara langsung pada objek penelitian dengan cara: 

a) Observasi, yaitu melakukan penelitian langsung/pengamatan 

langsung ke objek penelitian pada Kantor Kecamatan Jempang 

Kabupaten Kutai Barat. 

b) Interview, yaitu wawancara dengan langsung melakukan tanya 

jawab dan tata muka dengan petugas kantor Kantor Kecamatan 
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Jempang Kabupaten Kutai Barat, untuk melengkapi hasil kuisioner 

untuk pengumpulan data. 

c) Kuisioner, yaitu berupa daftar pertanyaan yang dibagikan kepada 

pengunjung atau responden untuk dijawab sesuai dengan kenyataan 

yang terjadi dilapangan. 

d) Dokumentasi, yaitu penelitian dengan cara meneliti dan 

mempelajari literatur-literatur karya ilmiah, dan buku-buku lainnya 

yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. 

F. Analisis Data 

 Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan untuk menghimpun data-

data yang diperoleh dan untuk mengelompokkan data sesuai dengan hasil yang 

ingin dicapai, serta agar mudah dalam penyajian data. 

 Menurut Ulber Silalahi (2009:131-132) “Analisis data dilakukan untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian atau untuk menguji hipotesis-hipotesis 

penelitian yang telah dinyatakan sebelumnya. Analisis data adalah proses 

penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengelompokkannya dalam satu 

bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi”. 

 Kemudian menurut Nanang Martono (2015:10) “Analisis data merupakan 

pengolahan, penyajian, interpretasi, dan analisis data yang diperoleh dari lapangan 

dengan tujuan agar data yang disajikan mempunyai makna, sehingga pembaca 

dapat mengetahui hasil penelitian kita”. 
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 Adapun menurut Sugiyono (2019:241) berpendapat “Kegiatan analisis data 

adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, 

mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh perhitungan untuk menjawab 

rumusan dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan”. 

  Karena peneliti menggunakan alat ukur data secara ordinal maka analisis 

data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan Teknik analisis 

data koefisien korelasi spearman atau korelasi rank older. Dimana Teknik tersebut 

digunakan untuk mengukur korelasi antar dua variabel yang memiliki tingkat 

pengukuran ordinal, yaitu rumus untuk mengukur tingkat pengaruh antar variabel. 

Pengaruh penerapan Prinsip-prinsip Good Governance terhadap Penyelenggaraan 

Pemerintahan di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat. 

 Analisis data yang digunakan adalah ukuran korelasi statistic non 

parametrik yaitu koefisien rank spearman (Rs) analisis ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh antara kedua variabel yaitu Prinsip-prinsip Good Governance 

(Independen Variabel) dan  Penyelenggaraan Pemerintahan (Dependen Variabel). 

Adapun rumus berdasarkan Sidney Siegel, (2011:255-256) yaitu : 

1. Apabila tidak ditemukan himpunan yang berangka sama maka 

dipergunakan rumus sebagai berikut : 
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Keterangan : 

rs  = Koefisien korelasi rank spearman 

N  = Banyaknya ukuran sampel 

𝑑𝑖
2

 = Jumlah keseluruhan 𝑑𝑖
2 yang merupakan harga masing-masing objek 

diperoleh dari selisih antara ranking x dan y 

2. Apabila ditemukan himpunan yang berangka sama maka dipergunakan 

rumus berikut : 

𝑟𝑠 =  
∑𝑥2+𝛴𝑦2−∑𝑑𝑙

2

2√∑𝑥2⋅𝛴𝑦2
 

dimana : 

∑𝑥2 =
𝑁2 − 𝑁

12
− ∑𝑇𝑥 

∑𝑥2 =
𝑁3 − 𝑁

12
− ∑𝑇𝑦 

𝑇 =
𝑡3 − 𝑡

12
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Keterangan : 

𝑟𝑠  = Koefisien korelasi rank spearman 

N = Banyaknya ukuran sampel 

∑x2 = Jumlah ranking yang sama pada variabel x 

∑y2 = Jumlah ranking yang sama pada variabel y 

∑𝑑𝑖
2 = Jumlah hasil pengurangan antara ranking yang terdapat pada variabel x 

dan y melalui pengkuadratan 

T = Faktor korelasi 

12 = Bilangan tetap 

T = Banyaknya observasi yang berangka sama pada suatu ranking tertentu 

pada N kasus tingkat signifikan alfa 0,05 apabila rs empiris lebih besar atau sama 

dengan table korelasi rank spearman maka terdapat pengaruh independent variabel 

dengan dependen variabel. Sebaliknya jika 𝑟𝑠  empiris lebih kecil dengan table 

korelasi rank spearman maka tidak terdapat pengaruh independent variabel dengan 

dependen variabel. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

   Secara Geografis, wilayah Pemeritahan Kecamatan  Jempang secara 

astronomis  pada 115°58'00''–116°17'00'' Bujur Timur dan 0°23'–0°45' Lintang 

Selatan. Kecamatan Jempang merupakan salah satu dari 16 (Enam Belas) 

Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan 

Timur dengan luas wilayah adalah 654,40 km² dan dengan jumlah Penduduk 

12.886 yang diantaranya terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 6.772 

dan jumlah penduduk Perempuan sebanyak 6.114 dengan total Kepala 

Keluarga sebanyak 3.225 Kepala Keluarga, yang tersebar di 12 (Dua Belas) 

Kampung yang terdapat di Kecamatan Jempang tahun 2024 dengan. Dengan 

batas-batas wilayah sebagai berikut : 

-Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bongan 

-Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara 

-Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bongan 

-Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Muara Pahu dan Kecamatan 

Siluq Ngurai. 

B. Sejarah Singkat Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat 

Kecamatan Jempang, salah satu wilayah administratif di Kabupaten 

Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, merupakan daerah yang kaya akan 

warisan budaya, kekayaan alam, dan dinamika sosial-politik. Pembentukan 
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Kecamatan Jempang tidak dapat dipisahkan dari sejarah pemekaran Kabupaten 

Kutai Barat. Sebelum 1999, wilayah ini merupakan bagian dari Kabupaten 

Kutai yang luas. Melalui UU No. 47/1999, Kutai Barat resmi menjadi 

kabupaten otonom, dengan Jempang sebagai salah satu kecamatan 

pertamanya. Proses ini didorong oleh aspirasi masyarakat untuk meningkatkan 

pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya lokal. 

Struktur administratif Kecamatan Jempang mencakup 12 (dua belas) 

kampung, antara lain : 

1. Kampung Tanjung Isuy 

2. Kampung Lembonah 

3. Kampung Bekokong  

4. Kampung Mancong 

5. Kampung Muara Nayan 

6. Kampung Muara Ohong 

7. Kampung Muara Tae 

8. Kampung Pentat 

9. Kampung Perigiq 

10. Kampung Pulau Lanting 

11. Kampung Tanjung Jan 

12. Kampung Tanjung Jone. 
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1. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan 

 Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 27 Tahun 2017, 

Kantor Kecamatan Jempang bertugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Tugas pokok Camat sebagai pimpinan meliputi : 

1. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengawasan 

desa dan implementasi kebijakan daerah. 

2. Penguatan ketentraman umum melalui penegakan peraturan daerah 

dan penanganan konflik sosial. 

3. Pemberdayaan masyarakat, terutama dalam sektor unggulan seperti 

kerajinan Tenun Ikat Ulap Doyo, melalui pelatihan dan 

pendampingan bisnis. 

Fungsi Kantor Kecamatan meliputi : 

1. Pelayanan administrasi terpadu (PATEN) untuk memudahkan 

akses masyarakat ke layanan dasar seperti administrasi 

kependudukan. 

2. Pengembangan ekonomi lokal, dengan fokus pada peningkatan 

kapasitas perajin tenun melalui program Pendidikan dan 

Pelatihan (Diklat) serta perluasan pasar produk ulap doyo. 

3. Pemeliharaan infrastruktur publik, termasuk koordinasi 

perbaikan jalan dan fasilitas umum yang mendukung aktivitas 

ekonomi. 
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2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia 

 Struktur organisasi Kantor Kecamatan Jempang mengikuti 

pola umum perangkat daerah kabupaten, dengan komponen utama 

sebagai berikut : 

a. Pimpinan 

1). Camat 

 Camat merupakan pimpinan kecamatan yang diangkat oleh 

bupati/walikota dan bertanggung jawab atas seluruh 

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta seluruh  

kebijakan dan koordinasi antar-seksi. Di Kantor Kecamatan 

Jempang Kabupaten Kutai Barat, Camat juga aktif dalam 

program pemberdayaan, seperti pendampingan Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) untuk pengrajin tenun. 

2). Sekretaris Kecamatan 

 Sekretaris Kecamatan yang bertugas menyelenggarakan 

urusan keuangan, umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, 

dan pelaporan. 

b. Bidang Pemerintahan 

1). Seksi Pemerintahan 

   Menangani administrasi desa, termasuk verifikasi data 

kependudukan dan pendampingan kepala desa. 
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2). Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

 Mengawasi penegakan peraturan daerah, seperti 

pengendalian aktivitas pertambangan illegal yang berpotensi 

merusak lingkungan. 

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat  

1). Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

 Mengawasi penegakan peraturan daerah, seperti 

pengendalian aktivitas pertambangan illegal yang berpotensi 

merusak lingkungan. 

2). Seksi Kesejahteraan Sosial 

  Fokus pada program bantuan sosial dan peningkatan kualitas 

hidup masyarakat miskin, termasuk pelatihan keterampilan bagi 

pengrajin tenun. 

4. Sumber Daya Manusia 

 Kantor Kecamatan Jempang didukung oleh staf 

berpendidikan minimal SMA hingga sarjana, dengan kompetensi di 

bidang administrasi publik dan pengembangan masyarakat. 

Pelatihan rutin seperti Diklat Peningkatan Kapasitas Usaha 

diberikan untuk meningkatkan keterampilan staf dalam mengelola 

program pemberdayaan. Namun, tantangan utama terletak pada 

keterbatasan jumlah pegawai yang harus melayani wilayah seluas 

1.237 km² dengan populasi tersebar.   
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C. Visi dan Misi 

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan Kecamatan Jempang 

sebagai bagian integral dari Kabupaten Kutai Barat adalah “Menjadi 

kecamatan yang mandiri melalui penguatan ekonomi berbasis budaya lokal 

dan tata kelola pemerintahan yang transparan”. 

Misi adalah  fondasi yang mendasari arah dan aktivitas organisasi 

agar tetap konsisten dan terarah dalam mencapai visi dan tujuan yang telah 

ditetapkan. Memperhatikan visi yang diuraikan diatas dan definisi misi, 

maka dapat dirumuskan misi Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan Kedisiplinan, Kualitas, Kuantitas dan 

Produktivitas Kinerja. 

2. Mengoptimalkan potensi lokal dengan menjadikan Tenun Ikat 

Ulap Doyo sebagai produk unggulan nasional melalui inovasi 

desain dan perluasan jaringan pemasaran 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi 

administrasi dan pembangunan infrastruktur pendukung di 

wilayah terisolasi. 

4. Meningkatkan motivasi dan kepedulian terhadap kelestarian 

lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. 
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D. Penyajian Data 

Setelah melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh antara 

dua variabel, adapun  indikator dari dua variabel penelitian ini, dimana 

prinsip-prinsip Good Governance sebagai independen variabel dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai dependen variabel, yang mana 

variabel independen terdiri dari 9 indikator dan dependen variabel terdiri 

dari 7 indikator. 

Dalam penelitian ini pengambilan populasi dan sampel peneliti 

menggunakan Teknik purposive sampling yang menjadi responden dalam 

penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di Kantor Kecamatan 

Jempang Kabupaten Kutai Barat serta masyarakat yang hadir dalam 

pelayanan di Kantor Kecamatan Jempang. 

Untuk mendapatkan data pengukuran dua variabel yang diteliti, maka 

setiap indikator peneliti membuat 3 pernyataan dengan 5 (lima) pilihan 

jawaban masing-masing karena terdapat 16 indikator dari 2 variabel. Jadi 

keseluruhan pernyataan yang diberikan kepada responden ada 48 

pernyataan sesuai dengan indikator variabel. 

Hasil dari jawaban responden yang telah mengisi kuisioner yang 

diberikan akan disajikan dalam bentuk table dan presentase data. Menurut 

Riduwan (2014:73), presentase data merupakan perhitungan yang 

digunakan untuk melihat perbandingan besar kecilnya jumlah jawaban yang 
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diberikan responden, karena frekuensi jawaban responden untuk setiap item 

tidak sama, yaitu dengan rumus : 

P = 
𝐹

𝑁
𝑥100% 

Keterangan : 

P  = Presentase Jawaban 

F  = Frekuensi Jawaban 

N = Jumlah Responden 

100% = Bilangan Mutlak 

Kemudian responden yang menjawab diberikan skor atau nilai dengan 

tingkat jawaban, seperti yang telah dikemukakan pada alat pengukur data 

dalam bab 3, yaitu : 

1. Jika Responden memilih jawaban (a) maka diberi skor nilai 5 

2. Jika Responden memilih jawaban (b) maka diberi skor nilai 4 

3. Jika Responden memilih jawaban (c) maka diberi skor nilai 3 

4. Jika Responden memilih jawaban (d) maka diberi skor nilai 2 

5. Jika Responden memilih jawaban (e) maka diberi skor nilai 1 

Selanjutnya peneliti sajikan data-data mengenai kedua variabel 

tersebut dari masing-masing indikatornya. 

a. Prinsip-prinsip Good Governance 

 Prinsip-prinsip Good Governance  merupakan suatu pola dasar yang 

dijadikan seseorang atau atau suatu kelompok sebagai pedoman untuk 
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meningkatkan tingkat kinerja sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam 

suatu instansi/organisasi. 

Dalam hal ini prinsip-prinsip Good Governance sebagai independen 

variabel yang mempengaruhi dependen variabel yaitu Penyelenggaraan 

Pemerintahan. Independen variabel (prinsip-prinsip Good Governance) 

diberi lambang (X) dengan indikator sebagai berikut : 

No Variabel Indikator Sumber 

1 
Variabel ( X ) 

Penerapan 

Prinsip-prinsip 

Good Governance 

 

1. Participation 

2. Rule Of Law 

3. Transparency 

4. Responsivness 

5. Consencus 

Orientation 

6. Equity 

7. Effeciency 

and 

Effectiveness 

8. Accountability 

9. Strategic 

Vision 

Mardiasmo 

(2018) 

 

1. Participation 

Untuk Indikator participation peneliti memberikan 3 pertanyaan 

kepada 50 responden, dengan pernyataan pertama ” Masyarakat dan 

pegawai diberikan kesempatan yang cukup untuk berpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan di kantor kecamatan”. Peneliti memberikan 
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alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. 

Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing 

jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai 

jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut : 

Tabel 4.1 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Masyarakat dan 

pegawai diberikan kesempatan yang cukup untuk berpartisipasi 

dalam pengambilan keputusan di kantor kecamatan”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 16 32 

2 Setuju 4 31 62 

3 Ragu-ragu 3 3 6 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

 Sumber : Hasil jawaban responden 

  Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar diantara pegawai dan 

masyarakat di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat 

Masyarakat dan pegawai diberikan kesempatan yang cukup untuk 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di kantor kecamatan. 

Kemudian untuk jawaban responden dengan pernyataaan kedua 

“Proses pengambilan keputusan di kantor kecamatan ini melibatkan 

berbagai pihak secara aktif dan terbuka”. Peneliti memberikan alternatif 

jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, 
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d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban 

memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban 

tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut : 

Tabel 4.1 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Proses 

pengambilan keputusan di kantor kecamatan ini melibatkan 

berbagai pihak secara aktif dan terbuka”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 20 40 

2 Setuju 4 25 50 

3 Ragu-ragu 3 5 10 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

 Sumber : Hasil jawaban responden 

   Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar diantara pegawai dan 

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di kantor kecamatan ini 

melibatkan berbagai pihak secara aktif dan terbuka. 

Selanjutnya untuk jawaban responden dengan pernyataaan ketiga 

“Aspirasi dan masukan saya diperhatikan dalam pelaksanaan program di 

kantor kecamatan”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada 

responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, 

e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 
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5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat 

dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut : 

Tabel 4.2 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Aspirasi dan 

masukan saya diperhatikan dalam pelaksanaan program di 

kantor kecamatan”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 18 36 

2 Setuju 4 26 52 

3 Ragu-ragu 3 6 12 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

 Sumber : Hasil jawaban responden 

   Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar diantara pegawai dan 

masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan masukan sangat diperhatikan 

dalam pelaksanaan program di kantor kecamatan. 

2. Rule Of Law 

Untuk Indikator rule of law peneliti memberikan 3 pertanyaan 

kepada 50 responden, dengan pernyataan pertama ” Pelayanan di kantor 

kecamatan dilaksanakan sesuai  dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”. Peneliti 

memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. 

Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana 
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masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih 

jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel  yang peneliti 

sajikan berikut :  

Tabel 4.4 Hasil jawaban responden dengan pernyataan ”Pelayanan di kantor 

kecamatan dilaksanakan sesuai  dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 18 36 

2 Setuju 4 29 58 

3 Ragu-ragu 3 3 6 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

Sumber : Hasil jawaban responden 

   Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar diantara pegawai dalam 

melaksanakan pelayanan di kantor kecamatan dilaksanakan sesuai  dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

Kemudian untuk jawaban responden dengan pernyataaan kedua 

“Semua pegawai di kantor kecamatan menjalankan tugasnya berdasarkan 

aturan hukum yang jelas dan adil”. Peneliti memberikan alternatif jawaban 

kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak 
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Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki 

skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut 

dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut : 

Tabel 4.3 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Semua pegawai di 

kantor kecamatan menjalankan tugasnya berdasarkan aturan 

hukum yang jelas dan adil”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 21 42 

2 Setuju 4 24 48 

3 Ragu-ragu 3 5 10 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

 Sumber : Hasil jawaban responden 

   Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar diantara pegawai dan 

masyarakat menilai semua pegawai di kantor kecamatan menjalankan 

tugasnya berdasarkan aturan hukum yang jelas dan adil. 

Selanjutnya untuk jawaban responden dengan pernyataaan ketiga 

“Penegakan aturan di kantor kecamatan dilakukan secara konsisten tanpa 

diskriminasi”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden 

yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat 

tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. 
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Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada 

tabel yang peneliti sajikan berikut : 

Tabel 4.4 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Penegakan aturan 

di kantor kecamatan dilakukan secara konsisten tanpa 

diskriminasi”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 18 36 

2 Setuju 4 26 52 

3 Ragu-ragu 3 6 12 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

 Sumber : Hasil jawaban responden 

   Hal ini menunjukan bahwa Penegakan aturan di kantor kecamatan 

Jempang Kabupaten Kutai Barat dilakukan secara konsisten tanpa 

diskriminasi. 

3. Transparency 

Untuk Indikator Transparency peneliti memberikan 3 pertanyaan 

kepada 50 responden, dengan pernyataan pertama ” Informasi mengenai 

prosedur dan persyaratan pelayanan di kantor kecamatan disampaikan 

secara terbuka kepada masyarakat.”. Peneliti memberikan alternatif 

jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, 

d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban 
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memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban 

tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut : 

Tabel 4.5 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Informasi mengenai 

prosedur dan persyaratan pelayanan di kantor kecamatan 

disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 16 32 

2 Setuju 4 33 66 

3 Ragu-ragu 3 1 2 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

Sumber : Hasil jawaban responden 

 

Hal ini menunjukan bahwa Informasi mengenai prosedur dan 

persyaratan pelayanan di kantor kecamatan disampaikan secara terbuka 

kepada masyarakat. 

Kemudian untuk jawaban responden dengan pernyataaan kedua 

“Pemerintah kecamatan menyediakan akses informasi yang mudah dan jelas 

bagi masyarakat”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada 

responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, 

e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 

5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat 

dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut : 
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Tabel 4.6 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pemerintah 

kecamatan menyediakan akses informasi yang mudah dan jelas 

bagi masyarakat”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 20 40 

2 Setuju 4 26 52 

3 Ragu-ragu 3 4 8 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

Sumber : Hasil jawaban responden 

Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah kecamatan menyediakan akses 

informasi yang mudah dan jelas bagi masyarakat. 

Selanjutnya untuk jawaban responden dengan pernyataaan ketiga 

“Setiap perubahan kebijakan atau prosedur pelayanan diinformasikan 

secara tepat waktu kepada masyarakat”. Peneliti memberikan alternatif 

jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, 

d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban 

memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban 

tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut : 
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Tabel 4.7 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Setiap perubahan 

kebijakan atau prosedur pelayanan diinformasikan secara tepat 

waktu kepada masyarakat”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 17 34 

2 Setuju 4 29 58 

3 Ragu-ragu 3 4 8 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

Sumber : Hasil jawaban responden 

Hal ini menunjukan bahwa Setiap perubahan kebijakan atau 

prosedur pelayanan diinformasikan secara tepat waktu kepada masyarakat. 

4. Responsivness 

Untuk Indikator Responsivness peneliti memberikan 3 pertanyaan 

kepada 50 responden, dengan pernyataan pertama ” Pemerintah kecamatan 

cepat merespon kebutuhan dan keluhan masyarakat terkait pelayanan 

public”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. 

Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak 

setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk 

mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel 

yang peneliti sajikan berikut : 
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Tabel 4.8 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pemerintah 

kecamatan cepat merespon kebutuhan dan keluhan masyarakat 

terkait pelayanan publik.”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 20 40 

2 Setuju 4 23 46 

3 Ragu-ragu 3 7 14 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

Sumber : Hasil jawaban responden 

 

Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah kecamatan cepat merespon 

kebutuhan dan keluhan masyarakat terkait pelayanan publik 

Kemudian untuk jawaban responden dengan pernyataaan kedua 

“Program dan layanan yang disediakan sesuai dengan harapan dan 

kebutuhan masyarakat”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada 

responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, 

e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 

5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat 

dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut : 
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Tabel 4.9 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Program dan 

layanan yang disediakan sesuai dengan harapan dan kebutuhan 

masyarakat”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 15 30 

2 Setuju 4 28 56 

3 Ragu-ragu 3 7 14 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

Sumber : Hasil jawaban responden 

Hal ini menunjukan bahwa Program dan layanan yang disediakan sesuai 

dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. 

Selanjutnya untuk jawaban responden dengan pernyataaan ketiga 

“Pegawai kantor kecamatan berusaha memberikan solusi yang memuaskan 

atas permasalahan yang dihadapi masyarakat” Peneliti memberikan 

alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. 

Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing 

jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai 

jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut : 
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Tabel 4.10 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pegawai kantor 

kecamatan berusaha memberikan solusi yang memuaskan atas 

permasalahan yang dihadapi masyarakat”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 22 44 

2 Setuju 4 24 48 

3 Ragu-ragu 3 4 8 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

Sumber : Hasil jawaban responden 

Hal ini menunjukan bahwa Pegawai kantor kecamatan berusaha 

memberikan solusi yang memuaskan atas permasalahan yang dihadapi 

Masyarakat. 

5. Consensus Orientation 

Untuk Indikator Consensus Orientation peneliti memberikan 3 

pertanyaan kepada 50 responden, dengan pernyataan pertama ” 

Pengambilan keputusan di kantor kecamatan dilakukan dengan 

mempertimbangkan kepentingan dari semua pihak”. Peneliti memberikan 

alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. 

Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing 

jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai 

jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut : 
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Tabel 4.11 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pengambilan 

keputusan di kantor kecamatan dilakukan dengan 

mempertimbangkan kepentingan dari semua pihak”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 22 44 

2 Setuju 4 22 44 

3 Ragu-ragu 3 6 12 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

Sumber : Hasil jawaban responden 

 

Hal ini menunjukan bahwa Pengambilan keputusan di kantor 

kecamatan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan dari semua 

pihak 

Kemudian untuk jawaban responden dengan pernyataaan kedua 

“Pemerintah kecamatan selalu berusaha mencapai kesepakatan bersama 

dalam menyelesaikan masalah pelayanan publik”. Peneliti memberikan 

alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. 

Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing 

jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai 

jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut : 
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Tabel 4.12 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pemerintah 

kecamatan selalu berusaha mencapai kesepakatan bersama 

dalam menyelesaikan masalah pelayanan publik”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 20 40 

2 Setuju 4 24 48 

3 Ragu-ragu 3 5 10 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

Sumber : Hasil jawaban responden 

Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah kecamatan selalu berusaha 

mencapai kesepakatan bersama dalam menyelesaikan masalah pelayanan 

publik. 

Selanjutnya untuk jawaban responden dengan pernyataaan ketiga 

“Musyawarah dan dialog menjadi bagian penting dalam proses 

pengambilan keputusan di kantor kecamatan”. Peneliti memberikan 

alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. 

Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing 

jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai 

jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut : 
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Tabel 4.13 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Musyawarah dan 

dialog menjadi bagian penting dalam proses pengambilan 

keputusan di kantor kecamatan”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 19 38 

2 Setuju 4 28 56 

3 Ragu-ragu 3 3 6 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

Sumber : Hasil jawaban responden 

Hal ini menunjukan bahwa Musyawarah dan dialog menjadi bagian 

penting dalam proses pengambilan keputusan di kantor kecamatan. 

6. Equity 

Untuk Indikator Equity peneliti memberikan 3 pertanyaan kepada 50 

responden, dengan pernyataan pertama ”Semua warga masyarakat 

mendapatkan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi di kantor Kecamatan 

Jempang”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, 

a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak 

setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk 

mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel 

yang peneliti sajikan berikut : 
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Tabel 4.14 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Semua warga 

masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil tanpa 

diskriminasi di kantor Kecamatan Jempang”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 24 48 

2 Setuju 4 21 42 

3 Ragu-ragu 3 5 10 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

Sumber : Hasil jawaban responden 

 

Hal ini menunjukan bahwa Semua warga masyarakat mendapatkan 

pelayanan yang adil tanpa diskriminasi di kantor Kecamatan Jempang. 

Kemudian untuk jawaban responden dengan pernyataaan kedua 

“Pelayanan di kantor kecamatan Jempang diberikan berdasarkan kebutuhan 

tanpa memandang latar belakang sosial”. Peneliti memberikan alternatif 

jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, 

d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban 

memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban 

tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut : 
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Tabel 4.15 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pelayanan di 

kantor kecamatan Jempang diberikan berdasarkan kebutuhan 

tanpa memandang latar belakang sosial”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 22 44 

2 Setuju 4 24 48 

3 Ragu-ragu 3 4 8 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

Sumber : Hasil jawaban responden 

Hal ini menunjukan bahwa Pelayanan di kantor kecamatan Jempang 

diberikan berdasarkan kebutuhan tanpa memandang latar belakang sosial. 

Selanjutnya untuk jawaban responden dengan pernyataaan ketiga 

“Pemerintah Kecamatan Jempang memperhatikan kelompok rentan dalam 

memberikan pelayanan publikPeneliti memberikan alternatif jawaban 

kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak 

Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki 

skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut 

dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut : 
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Tabel 4.16 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pemerintah 

Kecamatan Jempang memperhatikan kelompok rentan dalam 

memberikan pelayanan publik” 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 16 32 

2 Setuju 4 30 60 

3 Ragu-ragu 3 4 8 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

Sumber : Hasil jawaban responden 

Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Kecamatan Jempang 

memperhatikan kelompok rentan dalam memberikan pelayanan publik. 

7. Efficiency and Effetivness 

Untuk Indikator Effeciency and Effectivness peneliti memberikan 3 

pertanyaan kepada 50 responden, dengan pernyataan pertama ” Pelayanan 

di kantor kecamatan dilakukan dengan cepat dan tepat sesuai kebutuhan 

masyarakat”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden 

yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat 

tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk 

mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel 

yang peneliti sajikan berikut : 
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Tabel 4.17 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pelayanan di 

kantor kecamatan dilakukan dengan cepat dan tepat sesuai 

kebutuhan Masyarakat”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 21 42 

2 Setuju 4 24 48 

3 Ragu-ragu 3 5 10 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

Sumber : Hasil jawaban responden 

 

Hal ini menunjukan bahwa Pelayanan di kantor kecamatan 

dilakukan dengan cepat dan tepat sesuai kebutuhan masyarakat. 

Kemudian untuk jawaban responden dengan pernyataaan kedua 

“Sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal untuk memberikan 

pelayanan terbaik”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada 

responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, 

e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 

5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat 

dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut : 
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Tabel 4.18 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Sumber daya yang 

tersedia digunakan secara optimal untuk memberikan pelayanan 

terbaik”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 15 30 

2 Setuju 4 29 58 

3 Ragu-ragu 3 6 12 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

Sumber : Hasil jawaban responden 

Hal ini menunjukan bahwa Sumber daya yang tersedia digunakan secara 

optimal untuk memberikan pelayanan terbaik. 

Selanjutnya untuk jawaban responden dengan pernyataaan ketiga 

“Program dan kegiatan di kantor kecamatan mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dengan hasil yang memuaskan”. Peneliti memberikan alternatif 

jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, 

d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban 

memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban 

tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut : 
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Tabel 4.19 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Program dan 

kegiatan di kantor kecamatan mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dengan hasil yang memuaskan”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 17 34 

2 Setuju 4 24 52 

3 Ragu-ragu 3 7 14 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

Sumber : Hasil jawaban responden 

Hal ini menunjukan bahwa Program dan kegiatan di kantor 

kecamatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil 

yang memuaskan. 

8. Accountability 

Untuk Indikator Accountability peneliti memberikan 3 pertanyaan 

kepada 50 responden, dengan pernyataan pertama ” Pegawai kantor 

kecamatan bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat“. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden 

yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat 

tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk 

mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel 

yang peneliti sajikan berikut: 
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Tabel 4.20 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pegawai kantor 

kecamatan bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat” 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 24 48 

2 Setuju 4 24 48 

3 Ragu-ragu 3 2 4 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

Sumber : Hasil jawaban responden 

 

Hal ini menunjukan bahwa Pegawai kantor kecamatan bertanggung 

jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 

Kemudian untuk jawaban responden dengan pernyataaan kedua 

“Ada mekanisme yang jelas untuk menindaklanjuti keluhan dan masukan 

dari masyarakat”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden 

yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat 

tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. 

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada 

tabel yang peneliti sajikan berikut : 
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Tabel 4. 21 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Ada mekanisme 

yang jelas untuk menindaklanjuti keluhan dan masukan dari 

masyarakat”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 18 36 

2 Setuju 4 28 56 

3 Ragu-ragu 3 4 8 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

Sumber : Hasil jawaban responden 

Hal ini menunjukan bahwa Ada mekanisme yang jelas untuk 

menindaklanjuti keluhan dan masukan dari masyarakat. 

Selanjutnya untuk jawaban responden dengan pernyataaan ketiga 

“Pemerintah kecamatan secara terbuka melaporkan penggunaan anggaran 

dan hasil pelaksanaan tugas kepada masyarakat Peneliti memberikan 

alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. 

Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing 

jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai 

jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut : 
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Tabel 4.22 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pemerintah 

kecamatan secara terbuka melaporkan penggunaan anggaran 

dan hasil pelaksanaan tugas kepada masyarakat”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 16 32 

2 Setuju 4 27 54 

3 Ragu-ragu 3 7 14 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

Sumber : Hasil jawaban responden 

Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah kecamatan secara terbuka 

melaporkan penggunaan anggaran dan hasil pelaksanaan tugas kepada 

masyarakat. 

9. Strategic Vision 

Untuk Indikator Strategic Vision peneliti memberikan 3 pertanyaan 

kepada 50 responden, dengan pernyataan pertama ” Pemerintah kecamatan 

memiliki visi yang jelas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik” 

Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat 

Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, 

dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui 

lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti 

sajikan berikut : 
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Tabel 4.23 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pemerintah 

kecamatan memiliki visi yang jelas untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik” 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 21 42 

2 Setuju 4 24 48 

3 Ragu-ragu 3 5 10 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

Sumber : Hasil jawaban responden 

 

Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah kecamatan memiliki visi 

yang jelas untuk meningkatkan kualitas pelayanan public. 

Kemudian untuk jawaban responden dengan pernyataaan kedua 

“Setiap kebijakan dan program di kantor kecamatan dirancang sesuai 

dengan visi dan misi pembangunan daerah”. Peneliti memberikan alternatif 

jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, 

d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban 

memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban 

tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut : 
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Tabel 4.24 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Setiap kebijakan 

dan program di kantor kecamatan dirancang sesuai dengan visi 

dan misi pembangunan daerah”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 17 34 

2 Setuju 4 30 60 

3 Ragu-ragu 3 4 8 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

Sumber : Hasil jawaban responden 

Hal ini menunjukan bahwa Setiap kebijakan dan program di kantor 

kecamatan dirancang sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah. 

Selanjutnya untuk jawaban responden dengan pernyataaan ketiga 

“Pegawai memahami dan mendukung visi strategis dalam pelaksanaan 

tugas sehari-hariPeneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden 

yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat 

tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. 

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada 

tabel yang peneliti sajikan berikut : 
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Tabel 4.25 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “ Pegawai 

memahami dan mendukung visi strategis dalam pelaksanaan 

tugas sehari-hari”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 16 32 

2 Setuju 4 30 60 

3 Ragu-ragu 3 4 8 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

Sumber : Hasil jawaban responden 

Hal ini menunjukan bahwa Pegawai memahami dan mendukung visi 

strategis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. 

Selanjutnya peneliti akan menyajikan tabel rangkuman total nilai 

jawaban responden untuk indpenden variabel Prinsip-prinsip Good 

Governance (X), yaitu sebagai berikut  :
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Tabel 4.26 Rangkuman total nilai jawaban responden untuk independent variabel Prinsip-prinsip Good Governance (X) 

Resp. 
X1-

1 

X1-

2 

X1-

3 

X2-

1 

X2-

2 

X2-

3 

X3-

1 

X3-

2 

X3-

3 

X4-

1 

X4-

2 

X4-

3 

X5-

1 

X5-

2 

X5-

3 

X6-

1 

X6-

2 

X6-

3 

X7-

1 

X7-

2 

X7-

3 

X8-

1 

X8-

2 

X8-

3 

X9-

1 

X9-

2 

X9-

3 TOTAL 

1 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 126 

2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 105 

3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 109 

4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 107 

5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 127 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 104 

7 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 103 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 104 

9 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 128 

10 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 128 

11 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 103 

12 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 115 

13 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 118 

14 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 110 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 102 

16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 104 

17 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 96 

18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 130 

19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 130 

20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 130 

21 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 93 

22 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 120 

23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 104 

24 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 113 

25 4 5 5 4 4 5 4 5 3 5 4 5 4 5 5 3 3 5 4 4 3 5 4 4 5 4 4 111 

26 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 121 

27 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 114 

28 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 81 
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Resp. 
X1-

1 

X1-

2 

X1-

3 

X2-

1 

X2-

2 

X2-

3 

X3-

1 

X3-

2 

X3-

3 

X4-

1 

X4-

2 

X4-

3 

X5-

1 

X5-

2 

X5-

3 

X6-

1 

X6-

2 

X6-

3 

X7-

1 

X7-

2 

X7-

3 

X8-

1 

X8-

2 

X8-

3 

X9-

1 

X9-

2 

X9-

3 TOTAL 

29 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 106 

30 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 128 

31 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 106 

32 5 5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 87 

33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 130 

34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120 

35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 124 

36 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 112 

37 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 105 

38 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 80 

39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 104 

40 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 103 

41 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 129 

42 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 3 3 4 5 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 108 

43 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 3 5 5 5 120 

44 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 104 

45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 3 5 5 5 4 4 4 104 

46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 104 

47 3 3 4 5 4 4 5 4 4 5 3 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 116 

48 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 5 5 4 120 

49 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 122 

50 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 102 

                            5570 

Sumber : Hasil perhitungan jawaban responden 
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b. Penyelenggaraan Pemerintahan 

 Penyelenggaraan Pemerintahan merupakan suatu tujuan untuk 

menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya untuk mengatur dan melayani 

masyarakat. Ini mencakup prinsip-prinsip dasar dan struktur yang mendasari 

tata kelola pemerintahan yang efektif. 

Dalam hal ini Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai dependen variabel 

diberi lambang (Y) dengan indikator sebagai berikut : 

2 
Variabel ( Y )  

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

1. Kesederhanaan 

proses 

2. Kejelasan 

prosedur 

3. Kepastian 

waktu 

pelaksanaan 

4. Kemudahan 

akses 

5. Kedisiplinan 

6. Kesopanan 

7. Keramahan 

Edelman 

(2010:22) 

  

  Untuk mengetahui nilai penyelenggaraan pemerintahan, maka 

peneliti membuat tabel untuk penyajian data beserta keterangannya sebagai 

berikut : 
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1. Kesederhanaan proses 

Untuk Indikator Kesderhanaan proses peneliti memberikan 3 

pertanyaan kepada 50 responden, dengan pernyataan pertama ” Prosedur 

pelayanan di Kantor Kecamatan Jempang tidak berbelit-belit dan mudah 

dipahami”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. 

Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, 

dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui 

lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti 

sajikan berikut :  

Tabel 4.29 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Prosedur pelayanan 

di Kantor Kecamatan Jempang tidak berbelit-belit dan mudah 

dipahami”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 20 40 

2 Setuju 4 27 54 

3 Ragu-ragu 3 3 6 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

 Sumber : Hasil jawaban responden 
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  Hal ini menunjukan bahwa Prosedur pelayanan di Kantor Kecamatan 

Jempang tidak berbelit-belit dan mudah dipahami. 

Kemudian untuk jawaban responden dengan pernyataaan kedua “Proses 

pengurusan administrasi di kantor ini sederhana dan memudahkan masyarakat 

dalam mendapatkan pelayanan”. Peneliti memberikan alternatif jawaban 

kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak 

Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 

5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat 

dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut : 

Tabel 4.27 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Proses pengurusan 

administrasi di kantor ini sederhana dan memudahkan masyarakat 

dalam mendapatkan pelayanan”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 15 30 

2 Setuju 4 30 60 

3 Ragu-ragu 3 5 10 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

 Sumber : Hasil jawaban responden 
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   Hal ini menunjukan bahwa Proses pengurusan administrasi di kantor ini 

sederhana dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. 

Selanjutnya untuk jawaban responden dengan pernyataaan ketiga 

“Tahapan pelayanan yang harus dilalui sudah disusun secara sederhana 

sehingga tidak membingungkan”. Peneliti memberikan alternatif jawaban 

kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak 

Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 

5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat 

dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut : 

Tabel 4.28 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Aspirasi dan masukan 

saya diperhatikan dalam pelaksanaan program di kantor kecamatan”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 17 34 

2 Setuju 4 28 56 

3 Ragu-ragu 3 5 10 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

 Sumber : Hasil jawaban responden 

  Hal ini menunjukan bahwa Tahapan pelayanan yang harus dilalui 

sudah disusun secara sederhana sehingga tidak membingungkan. 



108 

 

 

 

2. Kejelasan prosedur 

Untuk Indikator Kejelasan prosedur peneliti memberikan 3 pertanyaan 

kepada 50 responden, dengan pernyataan pertama ” Prosedur pelayanan di 

Kantor Kecamatan Jempang dijelaskan dengan jelas kepada masyarakat”. 

Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat 

Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana 

masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas 

mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan 

berikut: 

Tabel 4.32 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Prosedur pelayanan 

di Kantor Kecamatan Jempang dijelaskan dengan jelas kepada 

masyarakat”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 17 34 

2 Setuju 4 28 56 

3 Ragu-ragu 3 5 10 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

Sumber : Hasil jawaban responden 

  Hal ini menunjukan bahwa Prosedur pelayanan di Kantor Kecamatan 

Jempang dijelaskan dengan jelas kepada masyarakat. 
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Kemudian untuk jawaban responden dengan pernyataaan kedua 

“Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dimengerti dan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada 

responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. 

Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. 

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada 

tabel yang peneliti sajikan berikut : 

Tabel 4.29 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Persyaratan 

pelayanan yang ditetapkan mudah dimengerti dan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 15 30 

2 Setuju 4 29 58 

3 Ragu-ragu 3 6 12 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

 Sumber : Hasil jawaban responden 

   Hal ini menunjukan bahwa Persyaratan pelayanan yang ditetapkan 

mudah dimengerti dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
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Selanjutnya untuk jawaban responden dengan pernyataaan ketiga 

“Informasi tentang prosedur pelayanan disampaikan dengan lengkap dan 

transparan oleh petugas”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada 

responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. 

Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. 

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada 

tabel yang peneliti sajikan berikut : 

Tabel 4.30 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Informasi tentang 

prosedur pelayanan disampaikan dengan lengkap dan transparan 

oleh petugas”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 16 32 

2 Setuju 4 29 58 

3 Ragu-ragu 3 5 12 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

 Sumber : Hasil jawaban responden 

  Hal ini menunjukan bahwa Informasi tentang prosedur pelayanan 

disampaikan dengan lengkap dan transparan oleh petugas. 
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3. Kepastian waktu pelaksanaan 

Untuk Indikator Kepastian waktu pelaksanaan peneliti memberikan 3 

pertanyaan kepada 50 responden, dengan pernyataan pertama ” Pelayanan di 

Kantor Kecamatan Jempang dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang telah 

ditetapkan”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. 

Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, 

dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui 

lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti 

sajikan berikut :  

Tabel 4.35 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Pelayanan di Kantor 

Kecamatan Jempang dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang 

telah ditetapkan”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 20 40 

2 Setuju 4 26 58 

3 Ragu-ragu 3 4 8 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

  Hal ini menunjukan bahwa Pelayanan di Kantor Kecamatan Jempang 

dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 
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Kemudian untuk jawaban responden dengan pernyataaan kedua “Waktu 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelayanan sudah ditentukan dengan 

jelas”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. 

Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, 

dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui 

lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti 

sajikan berikut : 

Tabel 4.31 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan pelayanan sudah ditentukan 

dengan jelas”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 15 30 

2 Setuju 4 31 62 

3 Ragu-ragu 3 4 8 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

 Sumber : Hasil jawaban responden 

   Hal ini menunjukan Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

pelayanan sudah ditentukan dengan jelas. 
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Selanjutnya untuk jawaban responden dengan pernyataaan ketiga 

“Petugas selalu memberikan kepastian terkait lama waktu pelaksanaan setiap 

jenis pelayanan”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden 

yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak 

setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk 

mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang 

peneliti sajikan berikut : 

Tabel 4.32 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Petugas selalu 

memberikan kepastian terkait lama waktu pelaksanaan setiap jenis 

pelayanan”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 15 36 

2 Setuju 4 31 62 

3 Ragu-ragu 3 4 8 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

 Sumber : Hasil jawaban responden 

  Hal ini menunjukan bahwa Petugas selalu memberikan kepastian 

terkait lama waktu pelaksanaan setiap jenis pelayanan. 
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4. Kemudahan akses 

Untuk Indikator Kemudahan akses peneliti memberikan 3 pertanyaan 

kepada 50 responden, dengan pernyataan pertama ” Lokasi Kantor Kecamatan 

Jempang mudah dijangkau oleh masyarakat dari berbagai wilayah”. Peneliti 

memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. 

Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-

masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas 

mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan 

berikut:  

Tabel 4.38 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Lokasi Kantor 

Kecamatan Jempang mudah dijangkau oleh masyarakat dari 

berbagai wilayah”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 21 42 

2 Setuju 4 26 52 

3 Ragu-ragu 3 3 6 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

 Sumber : Hasil jawaban responden 
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  Hal ini menunjukan bahwa Lokasi Kantor Kecamatan Jempang mudah 

dijangkau oleh masyarakat dari berbagai wilayah. 

Kemudian untuk jawaban responden dengan pernyataaan kedua “Akses 

menuju tempat pelayanan tidak mengalami hambatan dan memudahkan 

masyarakat dalam berkunjung”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada 

responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. 

Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. 

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada 

tabel yang peneliti sajikan berikut : 

Tabel 4.33 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Akses menuju tempat 

pelayanan tidak mengalami hambatan dan memudahkan masyarakat 

dalam berkunjung”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 16 32 

2 Setuju 4 29 58 

3 Ragu-ragu 3 5 10 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

 Sumber : Hasil jawaban responden 
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   Hal ini menunjukan bahwa Akses menuju tempat pelayanan tidak 

mengalami hambatan dan memudahkan masyarakat dalam berkunjung. 

Selanjutnya untuk jawaban responden dengan pernyataaan ketiga 

“Fasilitas pendukung di kantor memudahkan masyarakat dalam mendapatkan 

layanan publik”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden 

yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak 

setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk 

mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang 

peneliti sajikan berikut : 

Tabel 4.34 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Fasilitas pendukung 

di kantor memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan 

publik”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 17 34 

2 Setuju 4 30 60 

3 Ragu-ragu 3 3 6 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

 Sumber : Hasil jawaban responden 
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  Hal ini menunjukan bahwa fasilitas pendukung di kantor 

memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan publik.  

5. Kedisiplinan 

Untuk Indikator Kedisiplinan peneliti memberikan 3 pertanyaan kepada 

50 responden, dengan pernyataan pertama ” Petugas di kantor ini melaksanakan 

tugas dengan disiplin sesuai dengan jam kerja yang ditentukan”. Peneliti 

memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. 

Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-

masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas 

mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan 

berikut:  

Tabel 4.41 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Petugas di kantor ini 

melaksanakan tugas dengan disiplin sesuai dengan jam kerja yang 

ditentukan”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 17 34 

2 Setuju 4 30 60 

3 Ragu-ragu 3 3 6 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 
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  Hal ini menunjukan bahwa Petugas di kantor ini melaksanakan tugas 

dengan disiplin sesuai dengan jam kerja yang ditentukan. 

Kemudian untuk jawaban responden dengan pernyataaan kedua 

“Kedisiplinan petugas terlihat dari ketepatan waktu dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada 

responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. 

Sangat tidak setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. 

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada 

tabel yang peneliti sajikan berikut : 

Tabel 4.35 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Kedisiplinan petugas 

terlihat dari ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 12 24 

2 Setuju 4 33 66 

3 Ragu-ragu 3 5 10 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

 Sumber : Hasil jawaban responden 
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   Hal ini menunjukan bahwa Kedisiplinan petugas terlihat dari ketepatan 

waktu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

Selanjutnya untuk jawaban responden dengan pernyataaan ketiga 

“Petugas selalu konsisten menjalankan prosedur pelayanan sesuai aturan yang 

berlaku”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. 

Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, 

dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui 

lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti 

sajikan berikut : 

Tabel 4.36 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Petugas selalu 

konsisten menjalankan prosedur pelayanan sesuai aturan yang 

berlaku”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 14 28 

2 Setuju 4 32 64 

3 Ragu-ragu 3 4 8 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

 Sumber : Hasil jawaban responden 
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  Hal ini menunjukan bahwa Petugas selalu konsisten menjalankan 

prosedur pelayanan sesuai aturan yang berlaku. 

6. Kesopanan 

Untuk Indikator Kesopanan peneliti memberikan 3 pertanyaan kepada 

50 responden, dengan pernyataan pertama ” Petugas melayani masyarakat 

dengan sikap yang sopan dan menghormati setiap pengunjung”. Peneliti 

memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. 

Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-

masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas 

mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan berikut  

Tabel 4.44 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Petugas melayani 

masyarakat dengan sikap yang sopan dan menghormati setiap 

pengunjung”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 17 34 

2 Setuju 4 29 58 

3 Ragu-ragu 3 4 8 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

 Sumber : Hasil jawaban responden 
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  Hal ini menunjukan bahwa Petugas melayani masyarakat dengan sikap 

yang sopan dan menghormati setiap pengunjung. 

Kemudian untuk jawaban responden dengan pernyataaan kedua “Dalam 

berinteraksi, petugas menunjukkan perilaku yang santun dan menghargai 

masyarakat”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, 

a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak 

setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk 

mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang 

peneliti sajikan berikut : 

Tabel 4.37 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Dalam berinteraksi, 

petugas menunjukkan perilaku yang santun dan menghargai 

masyarakat”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 19 38 

2 Setuju 4 26 52 

3 Ragu-ragu 3 5 10 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

 Sumber : Hasil jawaban responden 
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   Hal ini menunjukan bahwa Dalam berinteraksi, petugas menunjukkan 

perilaku yang santun dan menghargai masyarakat. 

Selanjutnya untuk jawaban responden dengan pernyataaan ketiga 

“Kesopanan petugas membuat masyarakat merasa nyaman saat menerima 

pelayanan”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. 

Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, 

dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui 

lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti 

sajikan berikut : 

Tabel 4.38 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Kesopanan petugas 

membuat masyarakat merasa nyaman saat menerima pelayanan”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 18 36 

2 Setuju 4 28 56 

3 Ragu-ragu 3 4 8 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

 Sumber : Hasil jawaban responden 
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  Hal ini menunjukan bahwa Kesopanan petugas membuat masyarakat 

merasa nyaman saat menerima pelayanan. 

7. Keramahan 

Untuk Indikator Keramahan peneliti memberikan 3 pertanyaan kepada 

50 responden, dengan pernyataan pertama ” Petugas memberikan pelayanan 

dengan ramah dan penuh perhatian kepada masyarakat”. Peneliti 

memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. Sangat Setuju, b. 

Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, dimana masing-

masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui lebih jelas 

mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan 

berikut:  

Tabel 4.47 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Petugas memberikan 

pelayanan dengan ramah dan penuh perhatian kepada masyarakat”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 16 32 

2 Setuju 4 31 62 

3 Ragu-ragu 3 3 6 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

 Sumber : Hasil jawaban responden 
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  Hal ini menunjukan bahwa Petugas memberikan pelayanan dengan 

ramah dan penuh perhatian kepada masyarakat. 

Kemudian untuk jawaban responden dengan pernyataaan kedua “Sikap 

ramah petugas membuat masyarakat merasa dihargai dan diterima dengan 

baik”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, a. 

Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak setuju, 

dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk mengetahui 

lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang peneliti 

sajikan berikut : 

Tabel 4.39 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Sikap ramah petugas 

membuat masyarakat merasa dihargai dan diterima dengan baik”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 15 30 

2 Setuju 4 31 62 

3 Ragu-ragu 3 4 8 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

 Sumber : Hasil jawaban responden 
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   Hal ini menunjukan bahwa Sikap ramah petugas membuat masyarakat 

merasa dihargai dan diterima dengan baik 

Selanjutnya untuk jawaban responden dengan pernyataaan ketiga 

“Petugas selalu menyambut masyarakat dengan senyum dan sikap yang 

bersahabat”. Peneliti memberikan alternatif jawaban kepada responden yaitu, 

a. Sangat Setuju, b. Setuju, C. Ragu-ragu, d. Tidak Setuju, e. Sangat tidak 

setuju, dimana masing-masing jawaban memiliki skor 5,4,3,2,1. Untuk 

mengetahui lebih jelas mengenai jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel yang 

peneliti sajikan berikut : 

Tabel 4.40 Hasil jawaban responden dengan pernyataan “Petugas selalu 

menyambut masyarakat dengan senyum dan sikap yang 

bersahabat”. 

No Jawaban Responden Skor Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 17 34 

2 Setuju 4 29 58 

3 Ragu-ragu 3 4 8 

4 Tidak Setuju 2 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 1 - - 

JUMLAH 50 100 

 Sumber : Hasil jawaban responden 
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  Hal ini menunjukan bahwa Petugas selalu menyambut masyarakat 

dengan senyum dan sikap yang bersahabat. 

  Kemudian  selanjutnya peneliti akan menyajikan tabel rangkuman 

total nilai jawaban responden untuk dependen variabel Penyelenggaraan 

Pemerintahan (Y), yaitu sebagai berikut :
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 Tabel 4.41 Rangkuman total nilai jawaban responden untuk dependen variabel Penyelenggaraan Pemerintahan (Y) 

Resp. 

Y1-

1 

Y1-

2 

Y1-

3 

Y2-

1 

Y2-

2 

Y2-

3 

Y3-

1 

Y3-

2 

Y3-

3 

Y4-

1 

Y4-

2 

Y4-

3 

Y5-

1 

Y5-

2 

Y5-

3 

Y6-

1 

Y6-

2 

Y6-

3 

Y7-

1 

Y7-

2 

Y7-

3 
TOTAL 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 105 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 89 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 85 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 

9 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 94 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 105 

11 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 99 

12 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 88 

13 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 87 

14 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 85 

15 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 79 

16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 

17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 

18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 105 

19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 105 

20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 105 

21 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 86 

22 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 97 

23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 

24 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 95 

25 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 94 

26 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 89 

27 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 89 

28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
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29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 

30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 105 

31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 83 

32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 

33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 105 

34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 

35 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 95 

36 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 92 

37 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 91 

38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 64 

39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 

40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 

41 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 100 

42 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 90 

43 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 99 

44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 83 

45 5 5 5 4 3 4 5 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 95 

46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 

47 5 5 5 4 5 3 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 99 

48 5 3 3 5 3 5 5 5 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 80 

49 4 4 5 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 86 

50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 83 

                      4461 

Sumber : Hasil perhitungan jawaban responden 
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E. Analisis Data 

 

 Untuk menemukan jawaban pengaruh penerapan prinsip-prinsip Good 

Governance terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di kantor Kecamatan 

Jempang Kabupaten Kutai Barat, peneliti akan melakukan analisis data dengan 

menggunakan Koefisien Korelasi Rank Spearman (𝑟𝑠) yang akan melewati 

langkah- langkah berikut : 

1. Menentukan masing-masing ranking variabel X dan variabel Y 

Jika terdapat nilai X atau Y yang sama (kembar), ranking yang diberikan 

adalah rata-rata dari posisi ranking yang seharusnya mereka tempati. Ini 

disebut peringkat rata-rata (Tied Ranks). Berikut rumus untuk penentuan 

ranking untuk nilai yang sama. 

Ranking rata − rata =
Jumlah ranking ditempat nilai yang sama

Jumlah nilai sama
 

Contoh: Tiga nilai sama pada posisi ke-2, ke-3, ke-4, ranking rata-rata 

= (2+3+4)/3 = 3. 

2. Menentukan nilai 𝑑𝑖 dengan mengurangkan nilai ranking X dan Y 

3. Menentukan nilai 𝑑𝑙
2 dengan mengkuadratkan nilai 𝑑𝑖 

4. Menentukan nilai ∑𝑑𝑖
2 dengan menjumlahkan nilai dari 𝑑𝑙

2 

5. Menentukan nilai ∑x2  dan nilai ∑y2 dengan menggunakan korelasi (T) 

untuk himpunan berangka sama. 

6. Untuk mengetahui pengaruh variabel X dan Y, peneliti menggunakan 

rumus Koefisien Korelasi Rank Spearman (𝑟𝑠). Selanjutnya akan di 
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bandingkan dengan 𝑟𝑠 tabel pada tingkat signifikan alfa 0,05 untuk jumlah 

responden (N) = 50, apabila 𝑟𝑠 dihitung lebih besar atau sama dengan 𝑟𝑠  

tabel maka hipotesis Ha yang diterima, akan tetapi apabila terjadi 

sebaliknya, maka hipotesis tidak terima. 

 Sebagai langkah awal, berikut ini peneliti sajikan tabel perhitungan ranking 

untuk variabel prinsip-prinsip Good Governance (X) dan variabel Penyelenggaraan 

Pemerintahan (Y) di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat. 

Tabel 4. 42 Urutan skor dan Ranking himpunan yang sama hberdasarkan nilai terkecil 

sampai nilai terbesar untuk Independen variabel Prinsip-prinsip Good Governance (X) 

dan Dependen variabel Penyelenggaraan Pemerintahan (Y). 

Urutan Nilai Skor dan Ranking himpunan yang sama 

No. 

Resp 

Jumlah Skor Ranking 

X Y X Y 

1 80 63 1 1,5 

2 81 63 2 1,5 

3 87 64 3 3 

4 93 79 4 4 

5 96 80 5 5 

6 102 83 6,5 7 

7 102 83 6,5 7 

8 103 83 9 7 

9 103 84 9 14,5 

10 103 84 9 14,5 

11 104 84 14,5 14,5 

12 104 84 14,5 14,5 

13 104 84 14,5 14,5 

14 104 84 14,5 14,5 

15 104 84 14,5 14,5 

16 104 84 14,5 14,5 

17 104 84 14,5 14,5 

18 104 84 14,5 14,5 



131 

 

 

 

Urutan Nilai Skor dan Ranking himpunan yang sama 

No. 

Resp 

Jumlah Skor Ranking 

X Y X Y 

19 105 84 19,5 14,5 

20 105 84 19,5 14,5 

21 106 85 21,5 21,5 

22 106 85 21,5 21,5 

23 107 86 23 23,5 

24 108 86 24 23,5 

25 109 87 25 25 

26 110 88 26 26 

27 111 89 27 28 

28 112 89 28 28 

29 113 89 29 28 

30 114 90 30 30 

31 115 91 31 31 

32 116 92 32 32 

33 118 94 33 33,5 

34 120 94 35,5 33,5 

35 120 95 35,5 36 

36 120 95 35,5 36 

37 120 95 35,5 36 

38 121 96 38 38 

39 122 97 39 39 

40 124 99 40 41 

41 126 99 41 41 

42 127 99 42 41 

43 128 100 44 43 

44 128 105 44 47 

45 128 105 44 47 

46 129 105 46 47 

47 130 105 48,5 47 

48 130 105 48,5 47 

49 130 105 48,5 47 

50 130 105 48,5 47 

Sumber data : pengelolaan data 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa himpunan skor yang berangka sama, 

yaitu sebagai berikut : 

a. Terdapat 8 himpunan skor pada variabel Prinsip-prinsip Good Governance (X) 

yang berangka sama, yaitu : 

1. Skor 102 dengan ranking 6,5 terdapat 2 himpunan yang berangka sama 

2. Skor 103 dengan ranking 9 terdapat 3 himpunan yang berangka sama 

3. Skor 104 dengan ranking 14,5 terdapat 8 himpunan yang berangka sama 

4. Skor 105 dengan ranking 19,5 terdapat 2 himpunan yang berangka sama 

5. Skor 106 dengan ranking 21,5 terdapat 2 himpunan yang berangka sama 

6. Skor 120 dengan ranking 35,5 terdapat 4 himpunan yang berangka sama 

7. Skor 128 dengan ranking 44 terdapat 3 himpunan yang berangka sama 

8. Skor 130 dengan ranking 48,5 terdapat 4 himpunan yang berangka sama 

 

 



133 

 

 

 

b. Terdapat 10 himpunan skor variabel Penyelenggaraan Pemerintah (Y) yang 

berangka sama, yaitu : 

1. Skor 63 dengan ranking 1,5 terdapat 2 himpunan yang berangka sama 

2. Skor 83 dengan ranking 7 terdapat 3 himpunan yang berangka sama 

3. Skor 84 dengan ranking 14,5 terdapat 12 himpunan yang berangka sama 

4. Skor 85 dengan ranking 21,5 terdapat 2 himpunan yang berangka sama 

5. Skor 86 dengan ranking 23,5 terdapat 2 himpunan yang berangka sama 

6. Skor 89 dengan ranking 28 terdapat 3 himpunan yang berangka sama 

7. Skor 94 dengan ranking 33,5 terdapat 2 himpunan yang berangka sama 

8. Skor 95 dengan ranking 36 terdapat 3 himpunan yang berangka sama 

9. Skor 99 dengan ranking 41 terdapat 3 himpunan yang berangka sama 

10. Skor 105 dengan ranking 47 terdapat 7 himpunan yang berangka sama 
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Tabel 4. 43 Skor dan Ranking  hasil berdasarkan distribusi skor untuk Independen 

variabel Prinsip-prinsip Good Governance (X) dan Dependen variabel 

Penyelenggaraan Pemerintahan (Y).  

No. 

Responpden 

(N) 

Jumlah Skor Ranking 
𝑑𝑖 𝑑𝑙

2 
X Y X Y 

1 126 105 41 47 -6 36 

2 105 84 19,5 14,5 5 25 

3 109 89 25 28 -3 9 

4 107 84 23 14,5 8,5 72,25 

5 127 96 42 38 4 16 

6 104 84 14,5 14,5 0 0 

7 103 85 9 21,5 -12,5 156,25 

8 104 84 14,5 14,5 0 0 

9 128 94 44 33,5 10,5 110,25 

10 128 105 44 47 -3 9 

11 103 99 9 41 -32 1024 

12 115 88 31 26 5 25 

13 118 87 33 25 8 64 

14 110 85 26 21,5 4,5 20,25 

15 102 79 6,5 4 2,5 6,25 

16 104 84 14,5 14,5 0 0 

17 96 84 5 14,5 -9,5 90,25 

18 130 105 48,5 47 1,5 2,25 

19 130 105 48,5 47 1,5 2,25 

20 130 105 48,5 47 1,5 2,25 

21 93 86 4 23,5 -19,5 380,25 

22 120 97 35,5 39 -3,5 12,25 

23 104 84 14,5 14,5 0 0 

24 113 95 29 36 -7 49 

25 111 94 27 33,5 -6,5 42,25 

26 121 89 38 28 10 100 

27 114 89 30 28 2 4 

28 81 63 2 1,5 0,5 0,25 

29 106 84 21,5 14,5 7 49 

30 128 105 44 47 -3 9 

31 106 83 21,5 7 14,5 210,25 

32 87 63 3 1,5 1,5 2,25 
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No. 

Responpden 

(N) 

Jumlah Skor Ranking 
𝑑𝑖 𝑑𝑙

2 
X Y X Y 

33 130 105 48,5 47 1,5 2,25 

34 120 84 35,5 14,5 21 441 

35 124 95 40 36 4 16 

36 112 92 28 32 -4 16 

37 105 91 19,5 31 -11,5 132,25 

38 80 64 1 3 -2 4 

39 104 84 14,5 14,5 0 0 

40 103 84 9 14,5 -5,5 30,25 

41 129 100 46 43 3 9 

42 108 90 24 30 -6 36 

43 120 99 35,5 41 -5,5 30,25 

44 104 83 14,5 7 7,5 56,25 

45 104 95 14,5 36 -21,5 462,25 

46 104 84 14,5 14,5 0 0 

47 116 99 32 41 -9 81 

48 120 80 35,5 5 30,5 930,25 

49 122 86 39 23,5 15,5 240,25 

50 102 83 6,5 7 -0,5 0,25 

Jumlah 5570 4461   0 5016 

Sumber data : pengelolaan data 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa ∑𝑑𝑖
2 = 5016 

Selanjutnya peneliti akan mencari nilai ∑x2 dan nilai ∑y2 , dimana masing-

masing jumlah nilai tersebut akan ditentukan dari jumlah faktor Korelasi (T) 

pada setiap variabel dengan rumus sebagai berikut : 
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a. Independen variabel atau variabel (X) yang terdapat himpunan yang 

berangka sama yaitu : 

 

∑𝑥2 =
𝑁3 − 𝑁

12
− ∑𝑇𝑥 

 

 ∑𝑥2 =
503 − 50

12
− = ( ∙

23−2

12
+

43−4

12
+

33−3

12
+

43−4

12

23−2

12
+

33−3

12
+

83−8

12
+

23−2

12 ) 

 

 ∑𝑥2 =
125.000 − 50

12
− = ( ∙8−2

12
+

64−4

12
+

27−3

12
+

64−4

12

8−2

12
+

27−3

12
+

512−8

12
+

8−2

12 ) 

 ∑𝑥2 =
124.950

12
− = ( ∙6

12
+

60

12
+

24

12
+

60

12

6

12
+

24

12
+

504

12
+

6

12 ) 

 ∑𝑥2 = 10.412,5 − = (0,5 + 2 + 42 + 0,5 + 0,5 + 5 + 2 + 5) 

 ∑𝑥2 = 10.412,5 − 57,5 

 ∑𝑥2 = 10.335 
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b. Dependen variabel atau variabel (Y) yang terdapat himpunan yang 

berangka sama yaitu : 

 

∑𝑦2 =
𝑁3 − 𝑁

12
− ∑𝑇y 

 

 ∑𝑦2 =
50

3 
− 50

12
−= ( .

33−3

12
+

23−2

12
+

33−3

12
+

33−3

12
+

73−7

12

23−2

12
+

33−3

12
+

123−12

12
+

23−2

12
+

23−2

12 ) 

 

 ∑𝑦2 =
125.000 − 50

12
−=( .27−3

12
+

8−2

12
+

27−3

12
+

27−3

12
+

343−7

12

8−2

12
+

27−3

12
+

1728−12

12
+

8−2

12
+

8−2

12 ) 

 ∑𝑦2 =
124.950

12
− = ( .24

12
+

6

12
+

24

12
+

24

12
+

336

12

6

12
+

24

12
+

1716

12
+

6

12
+

6

12 ) 

 ∑𝑦2 = 10.412,5 − = (0,5 + 2 + 143 + 0,5 + 0,5 + 2 + 0,5 + 2 + 2 + 28) 

 ∑𝑦2 = 10.412,5 − 181 

 ∑𝑦2 = 10.231,5 

 

Berdasarkan hasil yang didapat dari perhitungan diatas, maka korelasinya 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 
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∑𝑥2 = 10.335 ∑𝑦2 = 10.231,5 ∑𝑑𝑖
2 = 5016 

 

𝑟𝑠=  
∑𝑥2+𝛴𝑦2−∑𝑑𝑙

2

2√∑𝑥2⋅𝛴𝑦2
 

𝑟𝑠 =  
(10.335) + (10.231,5) −5016

2√10.335.10.231,5
 

𝑟𝑠=  
20.566,5 − 5016

2√105.742.552
 

𝑟𝑠 =  
15.550,5

2.105.742.552
 

𝑟𝑠 =  
15.550,5

211.485,104
 

𝑟𝑠 =  0,0735300014 = 0,735 

 Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka diketahui jumlah yang sama pada 

∑𝑥2 = 10.335 kemudian jumlah yang sama pada variabel ∑𝑦2 = 10.231,5 dan 

jumlah keseluruhan ∑𝑑𝑖
2 yang merupakan harga masing-masing objek yang diperoleh 

dari selisih antara ranking X dan Y melalui pengkuadratan atau ∑𝑑𝑖
2 = 5016 maka 
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diperoleh tingkat korelasi (𝑟𝑠) perhitungan dengan N = 50 dan 𝑟𝑠  tabel kritis pada tingkat 

signifikan alfa 𝛼 0,05 adalah 0,235. Maka jika dibandingkan maka 𝑟𝑠 perhitungan lebih 

besar daripada 𝑟𝑠  tabel kritis (0,735 > 0,235). Dengan demikian hipotesis yang 

dirumuskan peneliti diterima yaitu hipotesis Ha, adanya pengaruh penerapan prinsip-

prinsip Good Governance terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kantor 

Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Kantor 

Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat dengan jumlah populasi sebanyak 

50 responden, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa : 

1. Penerapan prinsip-prinsip Good Governance seperti partisipasi, 

penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi, 

berkeadilan, efektifitas dan efisiensi pelayanan, akuntabilitas dan 

bervisi strategis memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai 

Barat.  

2. Penerapan prinsip-prinsip good governance yang dilaksanakan oleh 

pegawai di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat 

sudah cukup baik dalam meningkatkan penyelenggaraan 

pemerintahan di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai 

Barat hal ini sejalan dengan temuan bahwa semakin baik penerapan 

prinsip-prinsip good governance, maka kinerja organisasi 

pemerintahan juga semakin meningkat. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, dapat 

dinyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance 
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berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kantor 

Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat. Hal ini dapat 

dibuktikan dari hasil perhitungan 𝑟𝑠 (0,735) lebih besar daripada 𝑟𝑠 

tabel harga kritis dengan tingkat signifikansi alfa 0,05 (0,235). 

4. Dengan demikian maka hipotesis yang telah diterima adalah 

Hipotesis Alternatif (𝐻𝑎) bahwa penerapan prinsip-prinsip good 

governance berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat dan menolak 

Hipotesis Null (𝐻𝑜) yang dimana penerapan prinsip-prinsip good 

governance tidak berpengaruh terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan di Kantor Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai 

Barat. 

 

B. Saran 

 Sebagai sumbangan pemikiran mengenai pengaruh penerapan prinsip-

prinsip good governance terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kantor 

Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, maka peneliti menyampaikan 

saran-saran sebagai berikut : 

1. Mengingat adanya pengaruh penerapan prinsip-prinsip good 

governance terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kantor 

Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat diharapkan penerapan 
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prinsip-prinsip good governance peerlu dipertahankan dan lebih 

ditingkatkan lagi dengan menjalankan peraturan yang telah 

ditentukan oleh pemerintah atau yang telah disepakati. 

2. Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan pengaruh penerapan 

prinsip-prinsip good governance terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan dalam hal ini perlu ditingkatkan lagi agar penerapan 

prinsip-prinsip good governance sehingga penyelenggaraan 

pemerintahan dapat berjalan secara efektif, transparan, akuntabel, 

dan partisipatif sesuai dengan harapan masyarakat dan standar 

pemerintahan yang baik. 

3. Berdasarkan data penelitian yang mengkaji pengaruh penerapan 

prinsip-prinsip good governance terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan, masih terdapat sejumlah responden yang memilih 

opsi skala 3 atau ragu-ragu dalam kuesioner. Pilihan ini 

menunjukkan adanya ketidakpastian atau ketidaktegasan responden 

dalam memberikan jawaban yang pasti. Oleh karena itu, disarankan 

beberapa perbaikan untuk mengurangi ketergantungan yaitu dengan 

melakukan perbaikan desain instrumen, penyesuaian skala likert 

dengan menggunakan skala dalam jumlah ganjil dengan opsi netral 

namun dengan penjelasan dan makna yang jelas atau tanpa 

menggunakan opsi netral agar responden terdorong memilih sikap 

yang jelas, dan pemberian instruksi yang jelas kepada responden 
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yang menekankan pentingnya memilih jawaban yang paling 

mencerminkan pendapat sebenarnya, bukan jawaban aman atau 

netral karena ketidakpastian. 

4. Berdasarkan hasil penelitian yang mengkaji pengaruh penerapan 

prinsip-prinsip good governance terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan diharapkan dapat melakukan pembinaan atau 

pelatihan seperti peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, 

penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas, mendorong 

partisipasi masyarakat yang lebih luas, pengembangan infrastruktur 

dan teknologi informasi, dan peningkatan pengawasan dan evaluasi 

internal. Dengan melakukan peningkatan di berbagai aspek tersebut, 

diharapkan penerapan prinsip-prinsip good governance di Kantor 

Kecamatan Jempang dapat menjadi lebih baik
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LAMPIRAN 1 
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Lampiran 1.1 Panduan Wawancara (Kuisioner) 

PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE 

TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KANTOR 

KECAMATAN JEMPANG KABUPATEN KUTAI BARAT 

Nama   : 

Usia   : 

Jabatan  : 

(Berikut adalah 3 pernyataan kuisioner untuk masing-masing indikator yang ditujukan 

kepada responden pegawai kerja dan masyarakat dalam penelitian skripsi tentang 

”Pengaruh penerapan prinsip-prinsip Good Governance terhadap Penyelenggaraan 

Pemerintahan di Kantor Kecamatan Jempang Kutai Barat”. Pilihan jawaban 

menggunakan skala Likert 5 poin: Sangat Setuju, Setuju, Ragu-ragu, Tidak Setuju, dan 

Sangat Tidak Setuju. 

Participation (Partisipasi) 

1. Masyarakat dan pegawai diberikan kesempatan yang cukup untuk 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di kantor kecamatan. 

2. Proses pengambilan keputusan di kantor kecamatan melibatkan berbagai pihak 

secara aktif dan terbuka. 

3. Saya merasa aspirasi dan masukan saya diperhatikan dalam pelaksanaan 

program di kantor kecamatan. 

Rule of Law (Aturan Hukum) 

1. Pelayanan di kantor kecamatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2. Semua pegawai di kantor kecamatan menjalankan tugasnya berdasarkan aturan 

hukum yang jelas dan adil. 
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3. Penegakan aturan di kantor kecamatan dilakukan secara konsisten tanpa 

diskriminasi. 

Transparency (Transparansi) 

1. Informasi mengenai prosedur dan persyaratan pelayanan di kantor kecamatan 

disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. 

2. Pemerintah kecamatan menyediakan akses informasi yang mudah dan jelas 

bagi masyarakat. 

3. Setiap perubahan kebijakan atau prosedur pelayanan diinformasikan secara 

tepat waktu kepada masyarakat. 

Responsivness (Responsivitas) 

1. Pemerintah kecamatan cepat merespon kebutuhan dan keluhan masyarakat 

terkait pelayanan publik. 

2. Program dan layanan yang disediakan sesuai dengan harapan dan kebutuhan 

masyarakat. 

3. Pegawai kantor kecamatan berusaha memberikan solusi yang memuaskan atas 

permasalahan yang dihadapi masyarakat. 

Consensus Orientation (Orientasi Konsensus) 

1. Pengambilan keputusan di kantor kecamatan dilakukan dengan 

mempertimbangkan kepentingan semua pihak. 

2. Pemerintah kecamatan selalu berusaha mencapai kesepakatan bersama dalam 

menyelesaikan masalah pelayanan publik. 

3. Musyawarah dan dialog menjadi bagian penting dalam proses pengambilan 

keputusan di kantor kecamatan. 

Equity (Keadilan) 

1. Semua warga masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil tanpa 

diskriminasi di kantor kecamatan. 

2. Pelayanan di kantor kecamatan diberikan berdasarkan kebutuhan tanpa 

memandang latar belakang sosial. 
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3. Pemerintah kecamatan memperhatikan kelompok rentan dalam memberikan 

pelayanan publik. 

Efficiency and Effectiveness (Efisiensi dan Efektivitas) 

1. Pelayanan di kantor kecamatan dilakukan dengan cepat dan tepat sesuai 

kebutuhan masyarakat. 

2. Sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal untuk memberikan 

pelayanan terbaik. 

Program dan kegiatan di kantor kecamatan mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dengan hasil yang memuaskan. 

Accountability (Akuntabilitas) 

1. Pegawai kantor kecamatan bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat. 

2. Ada mekanisme yang jelas untuk menindaklanjuti keluhan dan masukan dari 

masyarakat. 

3. Pemerintah kecamatan secara terbuka melaporkan penggunaan anggaran dan 

hasil pelaksanaan tugas kepada masyarakat. 

Strategic Vision (Visi Strategis) 

1. Pemerintah kecamatan memiliki visi yang jelas untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. 

2. Setiap kebijakan dan program di kantor kecamatan dirancang sesuai dengan 

visi dan misi pembangunan daerah. 

3. Pegawai memahami dan mendukung visi strategis dalam pelaksanaan tugas 

sehari-hari. 

Indikator Kesederhanaan Proses 

1. Prosedur pelayanan di Kantor Kecamatan Jempang tidak berbelit-belit dan 

mudah dipahami. 

2. Proses pengurusan administrasi di kantor ini sederhana dan memudahkan 

masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. 
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3. Tahapan pelayanan yang harus dilalui sudah disusun secara sederhana 

sehingga tidak membingungkan. 

Indikator Kejelasan Prosedur 

1. Petugas memberikan penjelasan yang jelas mengenai prosedur pelayanan 

yang harus dijalani. 

2. Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dimengerti dan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. 

3. Informasi tentang prosedur pelayanan disampaikan dengan lengkap dan 

transparan oleh petugas. 

Indikator Kepastian Waktu Pelaksanaan 

1. Pelayanan di Kantor Kecamatan Jempang dilaksanakan tepat waktu sesuai 

jadwal yang telah ditetapkan. 

2. Waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan oleh petugas. 

3. Petugas selalu memberikan kepastian terkait lama waktu pelaksanaan setiap 

jenis pelayanan. 

Indikator Kemudahan Akses 

1. Lokasi Kantor Kecamatan Jempang mudah dijangkau oleh masyarakat dari 

berbagai wilayah. 

2. Akses menuju tempat pelayanan tidak mengalami hambatan dan memudahkan 

masyarakat dalam berkunjung. 

3. Fasilitas pendukung di kantor memudahkan masyarakat dalam mendapatkan 

layanan publik. 

Indikator Kedisiplinan 

1. Petugas di kantor ini melaksanakan tugas dengan disiplin sesuai dengan jam 

kerja yang ditentukan. 

2. Kedisiplinan petugas terlihat dari ketepatan waktu dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. 
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3. Petugas selalu konsisten menjalankan prosedur pelayanan sesuai aturan yang 

berlaku. 

Indikator Kesopanan 

1. Petugas melayani masyarakat dengan sikap yang sopan dan menghormati 

setiap pengunjung. 

2. Dalam berinteraksi, petugas menunjukkan perilaku yang santun dan 

menghargai masyarakat. 

3. Kesopanan petugas membuat masyarakat merasa nyaman saat menerima 

pelayanan. 

Indikator Keramahan 

1. Petugas memberikan pelayanan dengan ramah dan penuh perhatian kepada 

masyarakat. 

2. Sikap ramah petugas membuat masyarakat merasa dihargai dan diterima 

dengan baik. 

3. Petugas selalu menyambut masyarakat dengan senyum dan sikap yang 

bersahabat. 
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LAMPIRAN 2  
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Lampiran 2.1 Dokumentasi Penelitian 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

Kantor Kecamatan Jempang 

Sumber : Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, 2025. 
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Lampiran 2.2 Dokumentasi wawancara dengan Camat Kecamatan Jempang 

Bapak Lorensius Itang, SE 

 

Sumber : Peneliti 5 Mei 2025 
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Lampiran 2.3 Dokumentasi wawancara dengan Ibu Sekretaris Kecamatan 

Jempang Ibu Rita, S.Sos 

 

Sumber : Peneliti 5 Mei 2025 
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LAMPIRAN 3 
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Lampiran 3.1 Surat Balasan Penelitian 
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LAMPIRAN 4
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Lampiran 4.1 Tabel Harga Kritis Korelasi Rank Spearman 


